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ABSTRAK 
 
Erfanto Hani TW, S 310706005. 2008. Implementasi Pasal 150 UU Nomor 32 
Tahun 2004 Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Di 
Kabupaten Ngawi.  
Tesis  : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang 
menyebabkan tidak dapat terimplementasikannya ketentuan Pasal 150 UU Nomor 
32 Tahun 2004 Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah 
Dengan Di Kabupaten Ngawi.  
Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah empiris / sosiologis , dengan 
mendasarka pada konsep hukum yang ke 5 . Bentuk penelitian yang digunakan 
adalah diagnostik . Analisa  data menggunakan analisis kualitatif .  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori 
bekerjanya hukum , maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi 
penyebab tidak dapat diimplementasikan ketentuan Pasal 150 UU Nomor 32 Tahun 
2004 Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah adalah 
sebagai berikut : (1) Substansi Hukum  ( legal substance ) yaitu belum adanya 
peraturan pelaksana berupa Peraturan Daerah yang mengatur secara tegas peran 
dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah ; (2) Struktur Hukum            
( legal structure )  yaitu masih kuatnya peranan masing-masing institusi yang 
berkepentingan dalam rencana pembangunan daerah, ketidak seriusan pemerintah 
daerah dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan 
daerah  ; (3) Budaya Hukum ( legal culture ) yaitu mental/budaya masyarakat yang 
cenderung bersikap apatis dan tidak mau tahu mengenai pembangunan daerahnya, 
hal ini disebabkan karena belum pernah terakomodasikannya kepentingan 
masyarakat dalam proses pembangunan daerahnya.  
Implikasi belum dapat dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan daerah 
ini dikhawatirkan dapat menimbulkan  tindak penyimpangan dalam pelaksanaan 
pembangunan daerah , timbulnya sikap apatis / acuh tak acuh  masyarakat 
sehingga tidak dapat tercapainya kesejahterahan bagi masyarakat itu sendiri , 
disamping tidak sesuainya kebutuhan riil yang diharapkan oleh masyarakat.  
Disarankan adanya peraturan ( Perda ) yang secara tegas mengatur 
keikutsertaan / partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah baik secara fisik 
maupun non fisik ( perencanaan dengan menginventarisasi kebutuhan riil ). 
Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi dalam setiap proses 
pembangunan daerah dengan jalan sharing ( dengan pendapat ) antara 
masyarakat, eksekutif dan legislatif.  
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ABSTRACT 
 
Erfanto Hani TW. S 310706005. The implementation of Article 150 Law Number 
32 the Year of 2004 on Community Participation in the Local Development 
Program of Ngawi Regency.  
Thesis. Graduate Program in Law. Sebelas Maret University. 
 
The research aims at revealing and analyzing the factors that hamper the 
implementation Article 150 Law Number 32 the Year of 2004 on Community 
Participation in the Local Development Program of Ngawi Regency. 
The research was a non doctrinal one based on the fifth concept of law. The 
research was diagnostic one and analyzed through qualitative method. 
The results of the research show that the failure of the implementation of 
Article 150 Law Number 32 the Year of 2004 on Community Participation in the local 
development program of Ngawi Regency are due to the following factors: 1) based 
on the legal substance, there is no Local Regulation that firmly states the 
participation of society in local development program; 2) based on the legal 
structure, there is found a conflict of interest among involved institutions in addition 
to the lack of effort from the local government to get the society involved in any local 
development programs; And 3) finally based on legal culture, the people are 
ignorant towards the development program made by the local government. This is 
due to fact that their interests have not been addressed in the local development 
program.  
As a result, this situation tends to pave the way for corruption and power 
abuse in the local development program, to make the society ignorant of any 
development programs, and to make the needs of the society cannot be fulfilled. 
Therefore, this research suggests that a Local Regulation that firmly states 
the community participation in local development program should be established. In 
addition, the local government needs to share, socialize and educate any 
development programs and processes with the community, executive and legislative 
bodies. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. 
Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi 
luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
Dalam negara yang berdasarkan atas hukum, setiap warga negara 
berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari negara secara adil tanpa 
diskriminasi. Sebagai konsekuensinya, bagi warga negara dan bagi 
penyelenggara negara mempunyai hak dan kewajiban yang harus 
dipertanggungjawabkan di depan hukum. Penegakan keadilan berdasarkan 
hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara 
negara, setiap lembaga kenegaraan, dan setiap lembaga kemasyarakatan. 
Upaya pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tidak 
terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Pembangunan nasional yang telah dirintis dan dilaksanakan sejak 
jaman orde baru mempunyai tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil 
makmur yang merata materiil dan spirituil yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
xii 
 
Seiring dengan dilaksanakannya otonomi daerah, pada umumnya 
masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk 
peningkatan mutu pelayanan masyarakat, partisipasi masyarakat yang lebih luas 
dalam pengambilan kebijakan publik, yang sejauh ini hal tersebut kurang 
mendapat perhatian dari pemerintahan pusat. Namun kenyataannya sejak 
diterapkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, belum menunjukkan perkembangan yang signifikan bagi pemenuhan 
harapan masyarakat tersebut ( Sukismo, 2005 : 56 ). 
Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel, 
merupakan isu yang sangat penting dan strategis. Hal tersebut sesungguhnya 
merupakan konsekuensi logis dari otonomi daerah yang semestinya 
memungkinkan : 
(1) Semakin dekatnya pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat 
(2) Penyelesaian masalah-masalah di daerah menjadi lebih terfokus dan mandiri 
(3) Partisipasi masyarakat menjadi lebih luas dalam pembangunan daerah 
(4) Masyarakat melakukan pengawasan lebih intensif terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 
Ke-4 faktor tersebut hanya dapat berlangsung dalam suatu pemerintahan 
yang demokratis dan akuntabel. Pelaksanaan otonomi daerah tanpa diimbangi 
dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel, 
pada hakekatnya otonomi daerah tersebut telah kehilangan jati diri dan 
maknanya. 
Pemerintahan daerah yang demokratis dapat dikaji dari 2 ( dua ) aspek, 
yakni aspek tataran proses maupun aspek tataran substansinya. 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dikatakan demokratis secara proses, 
apabila pemerintahan daerah yang bersangkutan mampu membuka ruang bagi 
keterlibatan masyarakat dalam semua pembuatan maupun pengkritisan 
terhadap sesuatu kebijakan daerah yang dilaksanakan. Penyelenggaraan 
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pemerintahan daerah dikatakan demokratis secara substansial apabila 
kebijakan-kebijakan daerah yang dibuat oleh para penguasa daerah 
mencerminkan aspirasi masyarakat. 
Sejak terjadinya perubahan dramatis pada tahun 1998, Indonesia telah 
memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan good 
governance, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas. Konsolidasi 
demokratik tentu menuntut lebih dari sekedar pergantian presiden. Ia 
membutuhkan adanya pendalaman nilai-nilai kewarganegaraan yang 
mendukung kerja sama dan partisipasi dalam civil society. Ia juga memerlukan 
adanya akumulasi kepercayaan dan penghargaan ( trust and respect ) antara 
aparat pemerintah dengan organisasi-organisasi di masyarakat. Ini berarti 
inovasi-inovasi, baik dalam institusi formal maupun praktek-praktek informal 
yang dapat mendorong terselenggaranya good governance dan demokrasi 
partisipatoris, sangat diperlukan. Adalah suatu perjalanan yang panjang untuk 
bisa mencapai tingkatan konsolidasi demokratik–kondisi dimana demokrasi 
dilihat sebagai satu-satunya aturan main     ( the only game in town ). 
Upaya untuk mengubah nilai-nilai kewarganegaraan maupun upaya untuk 
memperbaiki nilai-nilai kewarganegaraan yang telah terbangun guna mencapai 
masyarakat yang lebih partisipatoris dan lebih kooperatif, menuntut penguasaan 
secepat mungkin metode-metode yang dapat berjalan dan bagaimana agar 
berbagai aktor menyadari akan keuntungan dari sebuah kerjasama. Perjuangan 
untuk membangun rasa saling percaya dan saling menghargai antara aparat 
pemerintah, organisasi civil society dan masyarakat yang lebih luas, 
membutuhkan adanya tujuan jangka pendek dan jangka menengah untuk 
menyakinkan partisipan bahwa adanya kepercayaan satu sama lain akan 
memberikan manfaat dan perasaan yang lebih baik, di samping perlunya 
menyediakan transparasi untuk memperkuat kepercayaan tersebut yang dapat 
menyediakan insentif untuk mengembangkan partisipasi dan good governance. 
Termasuk di dalamnya pemikiran tentang insentif bagi pegawai, politisi, 
pemimpin komunitas dan masyarakat biasa.  
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Mereka semua perlu menyadari bahwa keuntungan dari suatu perubahan 
akan lebih tinggi daripada ongkos yang harus ditanggung apabila tidak terjadi 
perubahan. Berbicara tentang perubahan dalam governance, penulis ingin 
membedakan antara statebuilding dan stateformation. State building adalah 
upaya-upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas dari negara untuk 
menjalankan berbagai tugas-tugasnya. Tugas ini bisa menyangkut perencanaan 
kota, menyalurkan jasa-jasa pelayanan publik, atau menyelenggarakan proses 
pemilihan umum. Sementara state formation adalah perubahan-perubahan yang 
terjadi dalam hubungan negara-masyarakat sebagai hasil dari perubahan 
kapasitas negara dan aktor-aktor sosial, ekonomi dan politik lainnya. 
Dalam beberapa hal, pemerintahan Orde Baru sepertinya memang 
menjadi “ lebih mampu “. Namun demikian pada kenyataaannya  pemerintahan 
ini sering menjadi tidak / belum sepenuhnya melaksanakan amanat  untuk 
mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah.  
Di kabupaten dan desa-desa di seluruh Indonesia, warga, pegawai 
negeri, politisi dan organisasi civil society berjuang untuk menjadi lebih inovatif 
dan tanggap terhadap terbukanya kesempatan baru untuk membuat 
pembangunan dan demokrasi berjalan. Tentu saja, para inovator tidak selalu 
berhasil dalam menjalani perjuangan ini. Banyak orang, baik di lingkungan 
pemerintah maupun masyarakat, pemerintah di tingkat pusat, di tingkat propinsi, 
dan beberapa di pemerintah lokal dan kelompok elite, melihat adanya ancaman 
dari peningkatan partisipasi dan pemberdayaan lokal. 
Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa politik Indonesia didominasi oleh 
pola “ partisipasi privat ” dimana individu warga yang berhubungan dengan 
individu aparat ( sekarang ditambah politisi ) untuk mengikuti atau menyediakan 
adanya kekhususan dalam peraturan atau kebijakan. Kalau “ partisipasi publik ”, 
bukan                  “ partisipasi privat ” ini yang diharapkan akan berperan lebih 
besar, maka kita harus belajar dengan cepat inovasi yang mana yang dapat 
tumbuh.  
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Memang tugas yang tidak mudah untuk  mengubah suatu birokrasi dari 
yang biasa bekerja secara hierarkis menjadi birokrasi yang responsif terhadap 
rakyat dan atau wakilnya yang terpilih, nampaknya masih merupakan proses 
yang lambat atau sulit. Belajar dari sejarah kelembagaan dan budaya politik di 
Indonesia kiranya sulit untuk mengharapkan terjadinya reformasi di sektor publik 
kalau kita berharap itu akan terjadi dengan sendirinya dari dalam, dari aparat itu 
sendiri. Terlalu besar risiko dan terlalu sedikit penghargaan bagi aparat publik 
untuk melakukan inovasi. Reformasi sektor publik di tekanan-tekanan dari civil 
society dan reformasi politik melalui anggota legislatif dan partai politik. Hal ini 
hanya dapat dilakukan dengan memenangkan “ hati dan pikiran ” masyarakat. 
Penggunaan paksaan dan janji-janji kosong hanya akan menimbulkan 
pengasingan dan apatisme. Pelatihan-pelatihan profesional yang 
diselenggarakan oleh lembaga-lembaga donor semenjak era 1980-an dan 1990-
an sepertinya kecil pengaruhnya terhadap perubahan, karena situasinya 
kembali tergantung kepada individu dan lembaganya yang memang tidak 
beritikad untuk melakukan perubahan. Kondisi yang mendukung untuk 
terjadinya perubahan tidak tersedia. 
 
Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi publik yang merupakan 
kunci untuk terlaksananya demokrasi lokal pada awalnya bisa jadi segan untuk 
mendukung desentralisasi yang demokratis. Rasanya sangatlah perlu 
keikutsertaan dalam pendidikan politik, yang akan menjelaskan bahwa 
keberlanjutan pemerintahan hanya dapat dicapai melalui administrasi yang lebih 
transparan, yang mengarah pada peran serta masyarakat yang lebih tinggi serta 
tingkat penerimaan masyarakat yang lebih baik atas berbagai rencana 
pemerintah. 
Satu hal yang menjanjikan dari desentralisasi yang demokratis dan 
otonomi lokal adalah terciptanya suatu ruang bagi reformasi dan inovasi yang 
tidak mungkin tersedia pada sistem patronase yang sentralistik. Mengingat 
daerah sekarang harus menggali pendapatan yang lebih besar, maka hal ini 
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menjadi semacam insentif bagi daerah kaya untuk mengeksploitasi sumber 
daya yang dimilikinya yang mengarah pada eksploitasi yang berlebihan 
berbagai sumber daya alam. Pada banyak kasus, dana-dana ini tidak digunakan 
untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik ataupun untuk 
mendemokratisasi politik di tingkat lokal misalnya dengan mendorong adanya 
proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat, tetapi malahan 
banyak digunakan untuk mendanai DPRD dan pemerintah daerah sendiri. Hal 
inilah yang menimbulkan kekecewaan terhadap praktek pelaksanaan otonomi 
daerah saat ini. Memang belum ada studi komprehensif yang telah dilakukan, 
tetapi nampaknya cukup jelas bahwa keuntungan ekonomi dari otonomi daerah 
sampai saat ini hanya ditangkap oleh elit lokal, sehingga makin memperkuat 
adanya relasi yang tidak setara. Untuk itulah, pemerintah pusat melakukan 
revisi atas Undang-undang tersebut, dengan harapan dapat menghindari 
kesalahan penerapan peraturan dengan memberikan kerangka hukum yang 
lebih jelas dan seimbang. Akan tetapi hal ini telah mendapatkan tentangan dari 
berbagai asosiasi pemerintah daerah.  
Tapi penting untuk dicatat, bahwa otonomi daerah dan demokratisasi 
telah membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di komunitasnya masing-masing. Momentum ini 
untuk pertama kalinya diakomodasi dengan adanya reformasi pada tahun 1998, 
melalui kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. Berdasarkan 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004, pembuatan kebijakan telah diturunkan ke 
tingkat kabupaten dan kota ( sesuai dengan prinsip subsidiaritas ), yang dengan 
ini “ suara ” warga menjadi lebih mudah sampai kepada pengambil kebijakan 
dibandingkan manakala pembuatan kebijakan itu masih di tingkat nasional. 
Secara umum, betul bahwa desentralisasi berpotensi menciptakan transparansi 
dan akuntabilitas dan bisa menjadi modal untuk penumbuhan demokrasi lokal. 
Sayangnya kebijakan desentralisasi itu sendiri di dalamnya tidak otomatis 
mengandung prinsip tata pemerintahan yang sebagaimana contoh-contoh 
kesalahan manajemen dan penyalahgunaan kekuasaan di daerah yang 
xvii 
 
disebutkan di atas. Terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan lebih 
demokratis menuntut membuka peran serta masyarakat. Hal ini telah banyak 
disebut, bahwa pemerintahan lokal memiliki peluang besar untuk mendorong 
demokratisasi karena proses desentralisasi lebih memungkinkan adanya 
pemerintahan yang lebih responsif, representatif, dan akuntabel. Desentralisasi 
harus simultan membawa penguatan kapasitas institusi lokal dan membangun 
sistem pemerintahan yang responsif, artinya tidak hanya memperkuat 
pemerintah lokal, tetapi juga memastikan bagaimana pemerintah dapat 
menjalankan fungsi pelayanan publiknya secara akuntabel. Potensi 
demokratisnya desentralisasi sangat mungkin tercapai manakala terdapat 
institusionalisasi peran serta masyarakat di tingkat lokal. Kalau tidak, manakala 
pemerintahan telah terdesentralisasi, kalangan elit lokallah yang mendapatkan 
kekuasaan baru yang berpotensi menangguk keuntungan untuk dirinya sendiri.  
Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, masyarakat harus secara 
sistematis ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan 
keputusan dan evaluasi program. Model partisipasi masyarakat telah bergeser 
dari yang sebelumnya terfokus pada penerima manfaat atau kelompok 
terabaikan ( sebagaimana yang diterapkan dalam banyak proyek pembangunan 
), ke bentuk pelibatan warga yang lebih luas di bidang-bidang yang 
mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Proses deliberatif seperti ini 
akan menampung aspirasi-aspirasi baru dari warga yang selama ini tidak 
tersalurkan. Proses ini bisa juga menjadi cara baru untuk melibatkan sebanyak 
mungkin kelompok masyarakat dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan 
program dan evaluasi hasil yang mengatasi situasi hilangnya kepercayaan pada 
pemerintah maupun krisis legitimasi negara. 
Partisipasi warga tidak saja merupakan cara untuk membangun 
kepercayaan baru pada institusi politik yang sudah hancur. Sama pentingnya 
adalah berbagai metode dan teknik, sebagaimana yang telah dikembangkan 
pada proyek-proyek pembangunan partisipatoris di negara-negara berkembang 
dan pergerakan sosial di negara-negara utara, untuk mengangkat suara-suara 
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yang secara historis terabaikan. Partisipasi warga ini bisa, seperti dikatakan 
Fung dan Wright ( 2001 : 8 ), “ melampaui bentuk-bentuk institusi demokrasi 
yang konvensional pada tataran tujuan yang sangat praktis yakni meningkatnya 
sikap tanggap dan efektivitas pemerintahan, sekaligus pada saat yang sama 
partisipasi warga akan membuat keadaan menjadi lebih adil, partisipatoris, 
deliberatif dan akuntabel ”. Dengan teradopsinya partisipasi dan deliberasi ke 
dalam urusan publik atau proses kelembagaan harapannya adalah tata 
pemerintahan masyarakat, kota, atau bangsa bisa menjadi lebih efektif dan 
akuntabel, sedemikian hingga bisa memperbaiki kegagalan-kegagalan yang 
terjadi di lembaga pemerintah. Sebagaimana yang akan kita lihat, metode 
partisipatoris juga dapat digunakan untuk meningkatkan upaya mencapai 
keadilan sosial dengan secara langsung menunjukkan kesenjangan dan 
kurangnya akuntabilitas. Sehingga setidaknya ada empat sasaran yang saling 
terkait dalam proses deliberatif ini : membuat kontrak baru antara masyarakat 
dan negara; merekonstruksi kelembagaan negara dengan membuatnya lebih 
efektif dan akuntabel; mendorong adanya budaya politik yang baik dengan 
penyelenggaraan forum kewargaan dari bawah; dan menata ulang hubungan 
kekuasaan dalam masyarakat dengan memberi saluran bagi suara kaum miskin 
dan mereka yang kurang diuntungkan. Peran serta masyarakat dapat juga 
didorong oleh warga yang komit dan inovatif yang menuntut agar suara mereka 
dapat didengar. Juga dapat diwujudkan oleh instansi pemerintah sebagai cara 
untuk membangun kembali kepercayaan terhadap pemerintah sekaligus 
memperkuat komunitas lokal. 
Di Indonesia, masyarakat warga, yang dalam pengertian yang lebih luas 
meliputi media massa, mahasiswa, asosiasi warga, organisasi non-pemerintah, 
serikat pekerja, dan kelompok tani, telah menjalankan fungsinya dengan baik 
untuk mensejajarkan posisi tawarnya dengan pemerintah Indonesia 
sesungguhnya memiliki sejarah panjang dalam kehidupan berasosiasi. Beragam 
kelompok sosial dapat ditemui sejak awal abad ke-20 : organisasi keagamaan, 
sekolah swasta, asosiasi kredit, kelompok gotong royong, rukun tetangga dan 
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rukun warga, assosiasi penguna air. Selain itu, lebih dari dua dekade terakhir ini 
ribuan ornop dan organisasi swasta juga telah terbentuk. Selama masa 
pemerintahan Soeharto, karena kelompok warga yang memiliki kepedulian ini 
tidak bisa memasuki arena politik, mereka dipaksa untuk berada di luar struktur. 
Banyak dari kelompok ini telah terbukti berhasil menjalankan proyek-proyek 
inovatif dan efektif dalam penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, 
pengembangan skema kredit dan usaha mikro, perlindungan lingkungan, 
bantuan hukum, manajemen sumber daya alam, dan lain-lain. Indonsia memang 
khas diragami berbagai gagasan baru sekaligus pelaku sosial baru, karena 
mereka yang telah ditolak untuk berpartisipasi malahan berusaha untuk terlibat 
melalui cara lain. Indonesia adalah negara yang sangat potensial untuk 
terjadinya perubahan sosial dan kewirausahaan. Masyarakat aktif 
mempertanyakan cara-cara lama dalam menjalankan segala sesuatu, berjuang 
untuk sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif. Banyak sekali 
organisasi non pemerintah baru yang terbentuk, dan masyarakat warga juga 
lebih beraneka ragam. Terdapat kegembiraan menyambut adanya 
kemungkinan-kemungkinan baru yang ditawarkan oleh otonomi daerah dan 
demokratisasi, dan tampaknya banyak orang ingin meraih kesempatan baik ini. 
Agar desentralisasi membuka ruang partisipasi, ia haruslah desentralisasi 
yang demokratik, dalam arti “ terjadinya penyerahan kewenangan yang berarti 
ke unit terendah pemerintahan yang dapat diakses dan akuntabel kepada 
masyarakat lokal, sehingga warga dapat merasakan hak politik dan kebebasan 
penuh ”. Hal ini jelas tidak cukup hanya dengan melakukan perubahan sistem 
administrasi sebagaimana yang kita lihat pada format desentralisasi yang 
dikendalikan oleh negara. Agar desentralisasi itu bisa efektif dan efisien, 
haruslah desentralisasi yang dibarengi dengan demokrasi dan hak asasi 
manusia. Dan hal seperti ini, telah menjadi agenda utama lembaga-lembaga 
pembangunan di seluruh dunia.  
Namun demikian, pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten Ngawi 
belum secara maksimal melibatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan 
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program pembangunan di daerah. Umumnya masyarakat yang mewakili civil 
society dalam tim-tim perumus kebijakan atau dikonsultasikan dalam proses 
partisipasi dalam perumusan kebijakan merasa bahwa keterlibatan mereka tidak 
banyak berpengaruh untuk  membentuk  kebijakan menjadi lebih demokratis.  
Dari berbagai pengalaman empiris, nampaknya ada keraguan bahwa 
telah terjadi suatu proses perubahan yang sejati di kalangan pemerintah untuk  
mendorong partisipasi yang bermakna  dari civil society dalam perumusan 
kebijakan publik. Bagi pemerintah,  partisipasi masih dilihat sebagai proses, 
bukan isi. Walaupun diakui proses yang terjadi sudah partisipatif, dalam arti 
sudah melibatkan lebih banyak pihak, namun tidak berarti kebijakan yang 
dihasilkan juga bersifat demokratis dan partisipatif ( dalam arti memperhatikan 
kepentingan kelompok paling miskin dan marginal, yang selama ini  
kepentingannya sulit diakomodir dalam pembuatan kebijakan    apapun ). 
Padahal, keterlibatan yang lebih besar dari civil society dalam proses kebijakan 
pada hakekatnya adalah untuk memperbaiki kualitas kebijakan yang dihasilkan 
agar menjadi kebijakan yang betul-betul bijak, demokratis dan berkeadilan.  
Dengan mengambil lokasi penelitian hukum empiris di Kabupaten Ngawi 
dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngawi merupakan salah 
satu pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan 
yang sejajar dengan pemerintahan daerah lainnya dalam jajaran dan sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal melibatkan 
partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan di daerah, 
Pemerintah Kabupaten Ngawi belum melibatkan partisipasi masyarakat. Sesuai 
tuntutan dinamika dalam pembangunan menghendaki dan mengharuskan 
adanya pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan. Masyarakat 
sebagai subyek dalam pelaksanaan pembangunan yang mengerti kebutuhan 
secara riil di lapangan, sudah seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi 
melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini memang diamanatkan  dalam 
ketentuan Pasal 150  ( huruf f ) UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa “ 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) yang dilaksanakan langsung 
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oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi 
masyarakat ……” Sampai saat ini, Kabupaten Ngawi belum dapat melaksanakan 
ketentuan Pasal 150 UU Nomor 32 Tahun 2004  Tentang  Pembangunan  
Daerah dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat dalam setiap proses 
pembangunan daerah  dan/atau pengkritisan atas suatu pelaksanaan setiap 
kebijakan daerah Kabupaten Ngawi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk 
menulis tesis dengan judul : “ Implementasi Ketentuan Pasal 150 UU Nomor 
32 Tahun 2004 Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam  Pembangunan 
Daerah Di Kabupaten Ngawi ”.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah tersebut di atas,  
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  
“ Mengapa implementasi ketentuan pasal 150 UU Nomor 32 Tahun 2004 
Mengenai Partsipasi Masyarakat Dalam  Pembangunan Daerah di Kabupaten 
Ngawi belum dapat dilaksanakan ? “  
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 
1. Apa kendala-kendala belum dapat dilaksanakannya ketentuan pasal 150 UU 
Nomor 32 Tahun 2004  Mengenai Partsipasi Masyarakat Dalam 
Pembangunan Daerah di Kabupaten Ngawi  tersebut. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam melibatkan 
peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Kabupaten 
Ngawi. 
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D. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk 
kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis.  
a. Manfaat Akademis 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu 
hukum pada khususnya.  
b. Manfaat Praktis 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 
dan wacana bagi para elit eksekutif dan legislatif dalam pembuatan kebijakan 
dalam pembangunan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A.  Kajian Teori 
1.  Landasan Teori 
a.  Teori Kebijakan Publik ( Public Policy ) 
Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau suatu perbuatan 
atau peristiwa tidak akan mempuyai arti atau bermanfat apabila tidak 
diimplementasikan. Implementasi terhadap kebijakan umumnya masih 
bersifat abstrak dalam realitas hukum senyatanya, yakni kebijakan yang 
berkaitan dengan kebijakan publik. Kebijakan berusaha menimbulkan 
hasil (outcom) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran atau 
target group ( Joko Widodo, 2001 : 192 ). 
Thomas R. Dye ( dalam Esmi Warassih, 2005 : 131 ) menjelaskan 
bahwa kebijakan negara atau public policy is whatever goverments 
choose to do or not to do ( pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau 
tidak ingin dilakukan oleh pemerintah ). Menurut Anderson dan Dye ( 
Solichin Abdul Wahab, 1997 : 12-13 ) ada 3 ( tiga ) alasan mempelajari 
kebijakan negara yaitu: pertama; dilihat dari sudut alasan ilmiah ( 
scientific reason ), kebijakan negara dipelajari dengan maksud untuk 
memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hakikat dan 
asal mula kebijakan negara, berikut proses-proses yang mengantarkan 
perkembangannya serta akibat-akibatnya pada masyarakat. Kedua; 
dilihat dari sudut alasan professional ( professional reason ), maka studi 
kebijakan negara dimaksudkan untuk menerapkan pengetahuan ilmiah di 
bidang kebijakan negara guna memecahkan masalah-masalah sosial 
sehari-hari. Sehubungan dengan ini, terkandung suatu pemikiran tentang 
faktor-faktor yang membentuk kebijakan negara, atau akbat-akibat yang 
ditimbulkan oleh kebijakan tertentu, maka perlu dipertimbangkan 
bagaimana inividu, kelompok atau pemerintah dapat bertindak guna 
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mencapai tujuan mereka. Ketiga: dilihat dari sudut alasan politis ( political 
reason ), maka mempelajari kebijakan negara pada dasarnya 
dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat, 
guna mencapai tujuan yang tepat pula. Dengan kata lain, studi kebijakan 
negara dalam hal ini dimaksudkan untuk menyempurnakan kebijakan 
negara yang dibuat oleh pemerintah. 
Definisi kebijakan ( policy ) tidak ada pendapat yang tunggal, tetapi 
menurut konsep demokrasi modern kebijakan negara tidaklah hanya 
berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, 
tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk 
diisikan dalam kebijakan negara, misalnya kebijakan negara yang 
berorientasi pada kepentingan pulik. Kebanyakan warga negara menaruh 
harapan banyak agar dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya, 
sebagai abdi masyarakat yang selalu memperhatikan kepentingan publik 
dengan semangat “ kepublikan ” ( the spirit of publicnes ). Harold D. 
Laswell dan Abraham Kaplan sebagaimana dikutip Joko Purwono, ( Joko 
Purwono, 1989 : 11-12 ) memberi arti kebijakan sebagai suatu 
pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah, sedang 
Carl J. Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai “….serangkaian 
tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam 
suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan 
kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan 
tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu ”. Secara lebih rinci 
James E. Anderson ( dalam Joko Purwono, 1989 : 11-12 ) memberi 
pengertian kebijakan negara sebagai kebijakan yang dikembangkan oleh 
badan-badan pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki empat implikasi 
sebagai berikut : 
1) Kebijakan Negara selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan 
tindakan yang berorientasi kepada tujuan; 
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2) Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat 
pemerintah; 
3) Kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan 
pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang  pemerintah bermaksud 
akan melakukan suatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu; 
4) Kebijakan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan benuk 
tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bisa 
bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah 
untuk melakukan sesuatu. 
Menurut Charles Linblom ( dalam Solichin Abdul Wahab, 1997 : 
16-17 ), pembuatan kebijakan negara ( public policy making ) itu pada 
hakikatnya: “ Merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis 
di mana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas 
dari proses itu sesungguhnya yang tidak pasti. Serangkaian kekuatan-
kekuatan yang agak kompleks yang kita sebut sebagai pembuatan 
kebijakan negara itulah yang selanjutnya membuahkan hasil yang disebut 
kebijakan ”. 
Proses kebijakan dapat dilukiskan sebagai deretan keadaan yang 
berbeda-beda sehubungan dengan keseluruhan dari tindakan yang 
dinamis sehubungan dengan persiapan, penentuan, pelaksanaan, 
penilaian dan pengendalian suatu kebijakan.  Menurut David Easton ( 
dalam Bambang Sunggono, 1997 : 39 ), menjelaskan bahwa: “ Melalui 
proses pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang 
acapkali masih kabur dan abstrak sebagaimana tampak dalam nilai-nilai 
dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor    ( politik ) 
ke dalam komitmen-komintmen yang lebih spesifik menjadi tindakan-
tindakan dan tujuan-tujuan yang konkrit ”. 
Menurut Thomas R. Dye ( dalam Bambang Sunggono, 1997 : 47 ), 
merumuskan secara terperinci pembuatan kebijakan negara sebagai: “ 
Keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian 
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masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah 
dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan 
tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan pengenaan sanksi-sanksi 
atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan 
pelaksanaan/implementasi, monitoring dan peninjauan kembali ( umpan 
balik ) ”. 
Don K. Price ( dalam Solchin Abdul Wabah, 1997 : 58 ), 
menyebutkan bahwa proses pembuatan kebijsaksanaan negara yang 
bertanggungjawab adalah proses yang melibatkan antara kelompok-
kelompok ilmuwan, pemimpin-pemimpin organisasi profesional, para 
administrator dan para politisi. Secara umum kebijakan ( policy ) dapat 
dibedakan ke dalam tiga strata, yaitu kebijakan umum, kebijakan 
pelaksanaan dan kebijakan teknis. 
a. Kebijakan Umum 
Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau 
petunjuka pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun negatif 
meliputi keseluruhan wilayah atau instansi. Untuk wilayah Negara, 
kebijakan umum mengambil bentuk undang-undang atau keputusan 
presiden dan sebagainya. Sementara untuk wilayah propinsi, selain 
dari peraturan dan kebijakan yang diambil pada tingkat pusat juga ada 
keputusan gubernur atau peraturan daerah yang duputuskan oleh 
DPRD. 
Agar suatu kebijakan umum dapat pedoman bagi tingkatan 
kebijakan dibawahnya, minimal ada tiga kriteria yang harus dipenuhi: 
1) Cakupan kebijakan meluputi keseluruhan wawasannya. Artinya, 
kebijakan tidak hanya meliputi dan ditunjukkan pada aspek 
tertentu atau sektor tertentu. 
2) Tidak berjangka pender. Artinya masa berlaku atau tujuan yang 
ingin dicapai dengan kebijakan tersebut berada dalam jangka 
panjang atau tidak mempunyai batas waktu tertentu. Karena itu, 
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tujuan yang digambarkan sebagai istilah sasaran strategi 
kebijakan seringkali dianggap tidak jelas. Dengan kata lain dalam 
suatu kebijakan umum tidak tepat untuk menetapkan sasarannya 
secara sangat jelas dan rumusannya secara teknis. Rumusan 
yang demikian akan menghadapi kekuatan atau fleksibel dalam 
perubahan waktu jangka panjang dan akan mengalami kesulitan 
untuk diberlakukan di wilayah-wilayah kecil yang berbeda. 
3) Strategi kebijakan umum tidak bersifat operasional. Sebagaimana 
pengertian umum, pengertian operasional atau teknis juga bersifat 
relatif. Sesuatu yang dianggap umum untuk tingkat kabupaten 
mungkin dianggap teknis atau operasional ditingkat dibawahnya. 
Namun, suatu kebijakan yang bersifat umum tidak berarti 
kebijakan tersebut bersifat sederhana. 
b. Kebijakan Pelaksanaan 
Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan 
kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang 
pelaksanaan undang-undang atau keputusan menteri yang 
menjabarkan pelaksanaan keputusan presiden adalah contoh dari 
kebijakan pelaksanaan. Untuk tingkat propinsi, keputusan bupati atau 
keputusan seorang kepala dinas yang menjabarkan keputusan 
gubernur atau peraturan daerah bias jadi suatu kebijakan 
pelaksanaan. 
c. Kebijakan Teknis 
Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada di 
bawah kebijakan pelaksanaan. Secara umum, kebijakan umum 
adalah kebijakan tingkat pertama, kebijakan pelaksanaan adalah 
kebijakan tingkat kedua dan kebijakan teknis adalah kebijakan tingkat 
ketiga atau yang terbawah. 
Setiap kebijakan di atas memiliki bobot yang berbeda. Misalnya, 
kebijakan umum memiliki bobot yang berdampak luas dan sangat 
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strategis sehingga dalam merumuskan memerlukan kecermatan dan 
keterlibatan beberapa pihak, khususnya ara pakar ilmu pengetahuan dan 
praktisi karena didalamnya juga berisi risiko yang berdampak luas. Di 
samping itu, dalam kebijakan umum walaupun unsur teknis memiliki 
bobot yang rendah tetapi dalam merumuskan kebijakan umum harus 
mempertimbangkan unsur teknis, apakah kebijakan itu nanti dapat 
dilaksanakan dibawahnya. 
 
Implementasi Kebijakan ( Policy Implementation ) 
Sesungguhnya hubungan hukum dan kebijakan publik sangat erat 
bagaikan dua sisi mata uang. Maksudnya adalah produk hukum yang 
baik harus melalui proses komunikasi antara stakeholders dan antar 
komponen masyarakat yang biasa dilakukan dalam proses penyusunan 
kebijakan publik. Produk hukum dibicarakan dalam dua sisi, yakni sisi 
keadilan dan sisi legalitas sebagai upaya adanya kepastian hukum yang 
kemudian menjelma hukum positif, yakni produk hukum yang berlaku 
dalam suatu Negara tertentu dan dibuat lembaga yang berwenang seperti 
pembuatan undang-undang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI, 
peraturan daerah dibuat DPRD dan gubernur dan seterusnya. 
Produk kebijakan publik berisi dua sisi, yaitu good governance dan 
reinventing government. Kebijakan publik sebagai sebuah konsep 
pengaturan masyarakat yang lebih menekankan pada proses, dewasa ini 
tampaknya menjadi lebih popular ketimbang hukum. Namun, keberadaan 
hukum secara sadar atau tidak sadar masih tetap dibutuhkan oleh 
masyarakat modern. 
Edi Wibowo ( 2004 : 33 ), bahwa sebuah hasil kesepakatan yang 
tidak memiliki kekuatan legalitas yang mengikat, maka akan menimbulkan 
kerawanan terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran beberapa pihak 
atas kesepakatan yang telah dicapai dalam proses kebijakan publik  itu 
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sendiri. Yang pasti dalam membicarakan hubungan hukum dengan 
kebijakan publik akan dibahas dalam tiga hal, sebagai berikut : 
a. Pada tataran formulasi akan dibahas bagaimana antara pembentukan 
hukum dan formulasi kebijakan publik dapat saling memperkuat satu 
sama lain. 
b. Pada tataran implementasi akan dibahas bagaimana penerapan 
hukum dan implementasi kebijakan publik dapat saling membantu 
dalam memperlancar jalannya hasil-hasil hukum dan kebijakan publik. 
c. Pada tataran evaluasi akan dibahas bagaimana perbaikan kebijakan 
publik yang selama ini berjalan dapat dievaluasi dengan baik dengan 
bantuan hukum sebagai instrumen penguat diterapkannya 
rekomendari-rekomendasi evaluasi kebijaksana publik yang ada. 
Hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat dari 
pembentukan hukum dan formulasi publik, implementasi dan evaluasi, 
menurut Bambang Sunggono ( 1997 : 63 ) dapat diuraikan sebagai 
berikut :  
1) Proses pembentukan kebijakan publik berangkat dari realitas yang 
ada di dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang 
berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan 
perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya 
adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang 
akan dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki 
keadaan yang sekarang. 
Sesungguhnya antara hukum dan kebijakan publik itu memiliki 
keterkaitan yang sangat erat. Bahkan sesungguhnya tidak sekedar 
keterkaitan saja yang ada diantara keduanya, pada banyak sisi justru 
ada kesamaanya. Proses pembentukan hukum hasil akhirnya lebih 
difokuskan pada terbentuknya sebuah aturan dalam bentuk Undang-
undang, sedangkan pada proses formulasi kebijakan publik hasil 
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akhirnya pada terpilihnya sebuah alternatif solusi bagi penyelesaian 
masalah-masalah publik tertentu.  
Formulasi kebijakan publik realitas politik yang melingkupi 
proses pembuatan kebijakan publik tidak bileh dilepaskan dalam fokus 
kajiannya. Apabila kenyataan politik itu dilepas dari proses pembuatan 
kebijakan publik maka kebijakan yang dihasilkan itu akan miskin 
aspek lapangannya.  
2) Dalam melakukan penerapan hukum membutuhkan kebijakan publik 
sebagai sarana yang mampu mengaktualisasikan dan mengkonteks-
tualisasikan hukum tersebut dengan kebutuhan dan kondisi riil yang 
ada di masyarakat, sebab jika responsifitas aturan masyarakat hanya 
sepenuhnya diserahkan pada hukum semata, maka bukan tidak 
mungkin pada saatnya akan terjadi pemaksaan-pemaksaan hukum 
yang tidak sejalan dengan cita-cita hukum itu sendiri yang ingin 
menyejahterakan masyarakat. 
Penerapan hukum menjadi sangat tergantung pada kebijakan 
publik sebagai sarana yang dapat menyukseskan berjalannya 
penerapan hukum itu sendiri. Sebab dengan adanya kebijakan publik, 
maka pemerintah pada level yang terdekat dengan masyarakat 
setempat akan mampu merumuskan apa-apa saja yang harus 
dilakukan agar penerapan hukum yang ada pada suatu saat dapat  
berjalan dengan baik. Pada dasarnya di dalam penerapan hukum 
tergantu pada empat unsur ( Setiono, 2006 : 6 ) adalah unsur hukum 
unsur struktural, masyarakat dan budaya. 
a) Unsur Hukum  
Unsur hukum merupakan produk atau teks aturan-aturan hukum. 
Ketika pada kasus tertentu ternyata unsur hukum ini tidak dapat 
diterapkan sama persis dengan harapan yang ada, maka 
kebijakan publik diharapkan mampu memberikan tindakan-
tindakan yang lebih kontekstual dengan kondisi riil yang ada di 
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lapangan. Ketika kebijakan publik melakukan hal itu maka 
sesungguhnya ia pun berangkat dari unsur hukum yang dimaksud. 
Perencanaan dan langkah-langkah yang diambil oleh kebijakan 
publik bisa jadi tidak sepenuhnya sama dengan teks-teks aturan 
hukum yang ada, namun mengarah pada kesesuaian dengan 
unsur hukum, dengan demikian pada dasarnya kebijakan publik itu 
lebih sebagai upaya untuk membantu atau memperlancar 
penerapan hukum yang telah ditetapkan. 
b) Struktural 
Struktural merupakan lembaga-lembaga atau organisasi yang 
diperlukan dalam penerapan hukum itu. Kebijakan publik dalam 
konteks unsur struktural ini lebih dominan berposisi sebagai 
sebuah seni, yaitu bagaimana ia mampu melakukan kreasi 
sedemikian rupa sehingga performe organisasi yang dialaminya itu 
dapat tampil dengan baik, sekaligus distori-distori pemaknaan dari 
unsur hukum yang ada tidak diselewenangkan atau ditafsir 
berbeda oleh para pelaksananya di lapangan. Atau mungkin 
terjadi, para pelaksana dalam organisasi sudah mengerti maksud 
dari aturan hukum yang ada tapi mereka tidak mampu 
menjalankan. 
c) Masyarakat 
Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah bagaimana 
kondisi sosial politik dan sosial ekonomi dari masyarakat yang 
akan terkena dampak atas diterapkannya sebuah aturan hukum 
atau Undang-undang. Sebaik apapun unsur-unsur kinerja 
organisasi atau institusi pelaksana, bila kondisi masyarakatnya 
sedang kacau balau tentu semua itu tidak akan dapat berjalan 
seperti yang diharapkan. Posisi dari kebijakan publik lag-lagi akan 
sangat berpengaruh dalam hal unsur masyarakat dalam 
penerapan hukum. Kondisi masyarakat yang ada  itu harus 
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diselesaikan terlebih dahulu demi terselenggaranya sebuah 
penerapan hukum. 
d) Budaya 
Yang dimaksud dengan budaya adalah berkaitan dengan 
bagaimana isi kontekstualitas sebuah Undang-undang yang 
hendak diterapkan dengan pola pikir, pola perilaku, norma-norma 
nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam 
masyarakat. Unsur budaya dalam penerapan hukum sangat 
penting sebab ini berkaitan dengan bagaimana pemahaman 
masyarakat atas sebuah introduksi nilai yang hendak 
ditransformasikan oleh sebuah produk hukum atau Undang-
undang. 
3) Hubungan hukum dan kebijakan publik dalam hal evaluasi dapat 
dilakukan dengan evaluasi peradilan administrasi dan evaluasi 
kebijakan publik. Apabla ternyata masyarakat tidak puas atau merasa 
dirugikan oleh proses penerapan hukum yang ada dan ternyata hasil-
hasil dari proses penerapan hukum itu tidak sesuai seperti yang 
diharapkan, maka peradilan administrasi akan menjalankan fungsinya. 
Evaluasi kebijakan publik adalah sebagai hakim yang menentukan 
kebijakan yang ada telah sukses atau telah gagal mencapai tujuan 
dan dampak-dampaknya. Evaluasi kebijakan publik juga sebagai 
dasar apakah kebijakan yang ada layak diteruskan, direvisi atau 
bahkan dihentikan sama sekali. Evaluasi kebijakan publik dibedakan 
dalam tiga macam, yaitu evaluasi administrasi, evaluasi yudisial dan 
evaluasi politik ( Setiono, 2006 : 5-6 ). 
Pelaksanaan kebijakan itu haruslah berhasil, malahan tidak hanya 
pelaksanaannya saja yang harus berhasil, akan tetapi tujuan ( goal ) yang 
terkandung dalam kebijakan itu haruslah tercapai, yaitu terpenuhinya 
kepentingan masyarakat  ( public interest ). Pelaksanaan kebijakan itu 
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dapat gagal, tidak membuahkan hasil, karena antara lain ( Soenarko, 
2000 :     185 ) : 
a. Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat. Dalam hal 
demikian, maka harus dilakukan reformulation terhadap kebijakan 
pemerintah itu. 
b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif. 
c. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
d. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar. 
e. Ketidakpastian faktor intern dan / atau faktor ekstern. 
f. Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang. 
g. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis. 
h. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu ( 
waktu, uang dan sumber daya manusia ). 
 
Peranan yang penting berada  ditangan pelaksana kebijakan, yang 
harus mampu mengambil langkah-langkah untuk mengadakan atau 
mendorong adanya reformulation, ataupun melakukan pengambilan 
kebijakan lanjutan, sehingga kebijakan pokok itu dapat mencapai 
tujuannya. Faktor-faktor untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan, 
adalah ( Soenarko, 2000 : 186 ) : 
a. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat 
Tiga hal ini yang dapat menimbulkan partisipasi masyarakat, yang 
benar-benar diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. 
b. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih 
dahulu. Berhubung dengan itu maka pelaksana kebijakan harus 
mampu melakukan interpretasi terhadap kebijaksanaan yang tepat 
sehingga mempunyai persepsi seperti yang dikehendaki oleh 
pembentuk kebijakan. 
c. Pelaksana haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai 
kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai kebijakan itu. 
d. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan. Hal ini berarti 
perlu pengorganisasian yang baik, dengan: 
1) Differensiasi kegiatan secara horisontal beserta koordinasi dengan 
baik. 
2) Differensiasi kegiatan secara vertikal dengan pengawasannya 
yang efektif. 
e. Pembagian kekuasaan dan wewenang ( decentralization ) yang 
rasional dalam pelaksanaan kebijakan. 
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f. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban                        ( 
deconcentration ) yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan. 
 
Sesuai dengan uraian di atas, maka untuk mencapai keberhasilan 
dalam pelaksanaan kebijakan itu ada tiga kegiatan pokok yang penting, 
yaitu ( Soenarko, 2000 : 187 ) : 
a. Interpretation 
Interpretation dalam pelaksanaan kebijakan disini adalah 
berusaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk 
kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu 
harus diwujudkan, harus direalisir. Program pelaksanaan, yaitu 
rencana yang didukung dengan pendanaan, yang siap untuk 
diterapkan, haruslah sesuai dengan ide, keinginan dan motivasi dari 
pembentuk kebijakan. Agar pelaksanaan kebijakan efektif maka 
mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan itu 
mengetahui betul apa yang harus mereka lakukan seperti yang 
diharapkan oleh pembentuk kebijakan yakni untuk kepentingan 
masyarakat. 
Berhubungan dengan itu, maka program yang dipersiapkan 
oleh pelaksana kebijakan haruslah menunjukkan langkah-langkah 
yang sesuai dan dapat dikerjakan ( feasible ). Oleh karena selanjutnya 
perlu dipersiapkan sikap dan kegiatan yang sesuai dengan teori, yaitu 
: 
1) Kemampuan untuk dapat menjelaskan perubahan-perubahan 
yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan. 
2) Dapat menjelaskan tahapan-tahapan dan peristiwa-peristiwa 
penting dalam pelaksanaan kebijakan, seperti urut-urutan 
kegiatan, kecocokan dan kesesuaian langkah-langkah, 
pendefinisian kembali persoalan-persoalan yang timbul dengan 
penyelesaiannya dan lain sebagainya. 
3) Dalam memahami cara kerja atau mekanisme yang biasanya 
dilakukan oleh pemerintah di dalam melaksanakan kebijakan, 
umpamanya: penggunaan nota, memo, bagaimana mengeluarkan 
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biaya, membuat perjanjian-perjanjian dan lain sebagainya untuk 
tercapainya tujuan kebijakan. 
 
b. Organization 
Dengan organization dalam pelaksanaan keijakan 
dimaksudkan sebagai pembentukan badan-badan atau unit-unit 
beserta metode-metode yang diperlukan untuk menyelenggarakan 
rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang terkandung dalam 
kebijakan itu. Hal itu berarti bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah 
adalah merupakan proses yang merupakan rangkaian kegiatan dalam 
suatu sistem yang direncanakan degan pembagian tugas dan 
kewajiban secara efisien. Dengan sistem itulah maka efisiensi dalam 
pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat dicapai, mengingat bahwa 
sistem yang baik itu selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut    
( Soenarko, 2000 : 189 ) : 
1) Simplicity, yaitu kewajaran dengan sifat yang sederhana dan 
mudah untuk diamati dan diikuti. 
2) Accuracy, yaitu sifat yang urut dan teratur dari rangkaian kegiatan-
kegiatan pelaksanaan kebijakan itu. 
3) Economy, ialah adanya efisiensi dalam setiap cara dan langkah, 
serta biaya yang harus dikeluarkan untuk program pelaksanaan. 
4) Usefulness, ialah adanya usaha untuk menghindarkan 
pelaksanaan kebijakan dari kegiatan-kegiatan yang tidak perlu 
atau tidak berguna. 
 
Dalam organization adalah sistem koordinasi dan 
pengendalian ( control ) disusun untuk menjaga dan memelihara arah 
menuju tercapainya tujuan kebijakan tersebut. 
Di dalam pengambilan kebijakan ( policy making ), proses 
pelaksanaan kebijakan ini merupakan proses yang tidak hanya 
kompleks ( complicated ), akan tetapi juga yang sangat menentukan. 
Tidak  sedikit kebijakan pemerintah yang sudah dirumuskan dengan 
sempurna, namun gagal dalam pelaksanaan mencapai tujuannya. Hal 
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itu terutama sekali, disamping faktor-faktor obyektif pada pelaksana-
pelaksananya dan masyarakat yang berkepentingan yaitu    ( 
Soenarko, 2000 : 189 ) : 
1) Kualitas dan pelaksana, baik pejabat perorangan ataupun 
lembaga, dilihat dari segi-segi pengetahuan dan pengalaman, 
kejujuran ( dikuasainya oleh  kepentingan pribadi ), rendahnya 
peranan dibandingkan dengan fungsinya. 
2) Tingkat ketidaktahuan dan ketidakpedulian ( ignorence ) dari 
masyarakat, sehingga sama sekali tidak muncul partisipasinya. 
 
c. Application 
Langkah yang ketiga yang dimaksud dengan application 
adalah penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan 
melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisirnya tujuan kebijakan itu. 
Tiada lepas dari organization tersebut di atas maka application ini 
mengikuti bentuk atau gaya yang telah ditetapkan semula, yaitu 
mengikuti bentuk: programmed implementation ataukah adapted 
implementation. 
Maka dengan  programmed implementation tersebut 
pelaksanaan kegiatan dalam application haruslah mengikuti segala 
ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam program yang 
telah ditetapkan, sebagai berikut: 
Bentuk pelaksanaan kebijakan dengan pendekatan program 
menghendaki adanya kejelasan, ketepatan, mencakup keseluruh. 
Sekalipun keputusan itu diambil, maka semua prosedur dalam 
pelaksanaan berprogram dikehendaki untuk diikuti oleh seluruh 
tingkat organisasi-organisasi pelaksana atau badan-badan pemerintah 
yang terkait ( Soenarko, 2000 : 191 ). 
Selanjutnya dikemukan oleh Bergman ( dalam Soenarko, 2000 
: 191 ), bahwa dengan programmed implementation akan dapat 
diatasi masalah-masalah yang dapat ditimbulkan oleh : 
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1) Ketidakjelasan tujuan kebijakan yang disebabkan oleh kesalah 
pengertian, kekaburan, atau adanya sengketa tentang nilai-nilai. 
2) Peran serta dari pelaku-pelaku yang berlebihan jumlahnya. 
3) Keengganan pelaksana, serta tindakan-tindakan yang tidak efektif 
dan tidak efisien. 
 
Kebalikan dari programmed implementation adalah adaptive 
implementation. Apabila programmed implementation itu lebih 
ditekankan pada pelaksanaan kebijakan dengan mengikuti kegiatan-
kegiatan dan prosedur yang telah ditetapkan, maka adaptive 
implementation lebih banyak memperhatikan pula pada keberhasilan 
tiap tahap kegiatan itu. Dengan demikian adaptive implementation ini 
berjalan sejalan dengan penilaian kualitatif ( qualitative evaluation ), 
sehingga tercapainya tujuan kebijakan diharapkan lebih terjamin 
dengan cara melalui keberhasilan tiap-tiap kegiatan dalam 
rentetannya. 
Setiap keberhasilan suatu tahap kegiatan itu tentu memerlukan 
perhatian terhadap kondisi dan situasi kehidupan masyarakat yang 
dikenai kebijakan pada waktunya. Sehingga oleh karena itu terjadi 
perubahan atau modifikasi dari bentuk-bentuk kegiatan yang telah 
ditetapkan sebelumnya menurut prediksi waktu itu. 
 
c. Teori Bekerjanya Hukum 
Earl Latham ( dalam Bambang Sunggono, 1997 : 60 ) 
beranggapan bahwa kebijakan publik pada dasarnya mencerminkan 
keseimbangan yang tercapai dalam perjuangan antar kelompok. 
Kebijakan publik merupakan keadaan seimbang yang tercapai dalam 
perjuangan antar kelompok pada suatu waktu tertentu dan merupakan 
cerminan keseimbangan setelah pihak-pihak atau kelompok tertentu 
berhasil mengarahkan kebijakan publik itu kearah yang mengguntungkan. 
Dalam hubungan mencapai keseimbangan itu dibutuhkan berlakunya 
suatu sistem hukum yang merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar 
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elit masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri 
sesuai dengan kepentingan kelompok mereka. Kebijakan dalam bidang 
hukum akan berimplikasi kepada masalah politik yang sarat dengan 
diskriminasi terhadap kelompok lain. Untuk memahami bagaimana fungsi 
hukum itu, ada baiknya dipahami terlebih dulu bidang pekerjaan hukum. 
Selanjutnya dikatakan Soerjono Soekanto, ( 1982 : 5 ) bahwa dalam  
pelaksanaan penegakan hukum itu pada dasarnya adalah pelaksanaan 
suatu kebijakan atau suatu komitmen yang  bersangkutan dengan lima 
faktor pokok yaitu : 
a. Faktor hukumnya sendiri 
b. Faktor penegak hukum 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau 
diterapkan. 
e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
 
 
Menurut Soerjono Soekanto ( 1982 : 5 ) kelima faktor tersebut 
saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum 
dan merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.  
Chambliss dan Seidman ( dalam Satjipto Rahardjo, 1986 : 21 ) 
memberi perspektif dalam pemahaman hukum. yang dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
a. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang 
pemegang peranan ( role occupant ) itu diharapkan bertindak. 
b. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai 
suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-
peraturn yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari 
lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan 
sosial, politik dan lainnya mengenai dirinya. 
c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai 
respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-
peraturan yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan 
kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang 
mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para 
pemegang peranan. 
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d. Bagaimana para pembuat Undang-undang itu akan bertindak 
merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku, 
sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, 
politik, ideologi, dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta 
umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta 
birokrasi. 
 
Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam 
setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, 
menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-
lembaga pelaksanaannya. Itulah sebabnya, anjuran untuk 
memberdayakan hasil-hasil studi dari ilmu-ilmu sosial dalam menata 
lembaga dan tatanan hukum menjadi sangat penting dilakukan. Dalam 
konteks ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saham yang dapat diberikan 
oleh para ahli di bidang ilmu-ilmu sosial akan besar sekali artinya bagi 
pembaharuan hukum, dan untuk mebantu memperluas wawasan serta 
pemahaman terhadap hukum. 
Kekuatan-kekuatan sosial itu akan terus berusaha untuk masuk 
dan mempengaruhi setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. 
Adapun peraturan yang dikeluargkan itu memang bakal menimbulkan 
hasil yang dikeluarkan itu memang bakal menimbulkan hasil yang 
diinginkan, tapi efeknya itupun sangat tergantung pada kekuatan-
kekuatan sosial yang melingkupinya. Oleh sebab itu, orang tidak dapat 
melihat produk hukum itu  sekedar sebagai tindakan mengeluarkan 
peraturan secara formal, melainkan lebih daripada itu. 
Ada pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum 
ini, secara jelas Robert B. Seidman ( dalam Esmi Warassih, 2005 : 12 ) 
menggambarkannya dalam bagan berikut ini : 
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Gambar 1 : Teori Bekerjanya Hukum 
Untuk melihat bekerjanya hukum sebagai suatu pranata di dalam 
masyarakat, maka perlu dimasukkan satu faktor yang menjadi perantara 
yang memungkinkan terjadinya penerapan dari norma-norma hukum itu. 
Di dalam kehidupan masyarakat, maka regenerasi atau penerapan 
hukum itu hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. 
Masuknya faktor manusia ke dalam pembicaraan tentang hukum, 
khususnya di dalam hubungan dengan bekerjanya hukum itu, membawa 
kepada penglihatan mengenai hukum sebagai karya manusia di dalam 
masyarakat, maka tidak dapat membatasi masuknya pembicaraan 
mengenai faktor-faktor yang memberikan beban pengaruhnya (impact) 
terhadap hukum ( Satjipto Rahardjo dalam Esmi Warassih, 2005 : 14 ) 
yang meliputi : 
a.   Pembuatan Hukum 
Apabila hukum itu dilihat sebagai karya manusia maka 
pembicaraannya juga sudah harus dimulai sejak dari pembuatan 
hukum. Jika masalah pembuatan hukum itu hendak dilihat dalam 
hubungan dengan bekerjanya hukum sebagai suatu lembaga sosial, 
maka pembuatan hukum itu dilihat sebagai fungsi masyarakatnya. Di 
dalam hubungan dengan masyarakat, pembuatan hukum merupakan 
pencerminan dari model masyarakatnya. Menurut Chamblis dan 
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Seidman, ada 2  ( dua ) model masyarakat, yaitu           ( Satjipto 
Raharjo, 1986 : 49 ) : 
1) Model masyarakat yang berdasarkan pada basis kesepakatan 
akan  nilai-nilai ( value consesnsus ). Masyarakat yang demikian 
itu akan sedikit sekali mengenal adanya konflik-konflik atau 
ketegangan di dalamnya sebagai akibat dari adanya kesepakatan 
mengenai nilai-nilai yang menjadi landasan kehidupannya, dengan 
demikian masalah yang dihadapi oleh pembuatan hukum hanyalah 
menetapkan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat itu. 
2) Masyarakat dengan model konflik. Dalam hal ini masyarakat dilihat 
sebagai suatu perhubungan di mana sebagan warganya 
mengalami tekanan-tekanan oleh sementara warga lainnya. 
Perubahan dan konflik-konflik merupakan kejadian yang umum. 
Nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat berada dalam situasi 
konflik satu sama lain, sehingga ini juga akan tercermin dalam 
pembuatan hukumnya. 
 
b.   Pelaksanaan Hukum  
Hukum tidak dapat bekerja atas kekuatannya sendiri, 
melainkan hukum hanya akan dapat berjalan melalui manusia. 
Manusialah yang menciptakan hukum, tetapi juga untuk pelaksanaan 
hukum yang telah dibuat itu masih diperlukan adanya beberapa 
langkah yang memungkinkan ketentuan hukum dapat dijalankan. 
Pertama, harus ada pengangkatan pejabat sebagaimana ditentukan 
dalam peraturan hukum, Kedua, harus ada orang-orang yang 
melakukan perbuatan hukum. Ketiga, orang-orang tersebut 
mengetahui adanya peraturan tentang keharusan bagi mereka untuk 
menghadapi pegawai yang telah ditentukan untuk mencatatkan 
peristiwa hukum tersebut ( Satjipto Rahardjo, 1986 : 71 ), 
c.   Hukum dan Nilai-Nilai di dalam Masyarakat 
Hukum menetapkan pola hubungan antar manusia dan 
merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat ke dalam 
bagan-bagan. Di dalam masyarakat ada norma-norma yang disebut 
sbagai norma yang tertinggi atau norma dasar. Norma ini adalah yang 
paling menonjol. Seperti halnya dengan norma, maka nilai itu diartikan 
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sebagai suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh 
seseorang. Norma dan nilai itu merujuk pada hal yang sama tetapi 
dari sudut pandang yang berbeda. Norma itu mewakili suatu 
perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari sudut perspektif 
individual ( Satjipto Rahardjo, 1986 : 78 ). 
Mengenai efektifitas pelaksanaan hukum berkaitan erat dengan 
berfungsinya hukum dalam masyarakat. Apabila seseorang 
membicarakan berfungsinya hukum dalam masyarakat, maka 
biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut 
benar-benar berlaku atau tidak. Kelihatannya sangat sederhana, 
padahal dibalik kesederhanaan tersebut ada hal-hal yang cukup 
merumitkan. Di dalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara 
tiga macam berlakunya hukum sebagai kaidah. Berkaitan dengan 
berlakunya hukum sebagai kaidah, ada anggapan-anggapan yang 
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ( 2004 : 13 ). 
1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya 
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau 
apabila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila 
menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan 
akibatnya. 
2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah hukum 
tersebut efektif. Artinya, (a) kaidah hukum dapat dipaksakan 
berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga 
masyarakat (teori kekuasaan), atau (b) kaidah hukum diberlakukan 
oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh warga masyarakat ( 
teori kekuasaan ) atau (c) kaidah hukum berlaku karena diterima 
dan diakui oleh masyarakat.  
3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-
cita hukum sebagai nilai positif yang berlaku. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, mengenai masalah 
berfungsinya ketentuan hukum yang berlaku, digunakan konsep 
kaidah hukum yang berlaku secara sosiologis. 
Weber ( dalam Satjipto, 1997 : 38 ) melihat kecenderungan 
umum dalam perkembangan hukum modern adalah untuk menjadi 
makin rasional. Secara teoritis perkembangan itu melalui tahap-tahap 
: 
a. Pengadaan hukum lelalui pewahyuan ( revelation ) secara 
kharismatis. Dalam istilah Weber, pengadaan hukum secara 
demikian itu terjadi melalui apa yang disebutnya law prophets, 
bahwa cara pengadaan hukum seperti ini yang benar-benar dapat 
disebu sebagai pengadaan hukum yang kreatif, yaitu menciptakan 
sesuatu dari nol. Pengadaan hukum seperti dilakukan oleh para 
ahli hukum, bagaimanapun orisinalnya, tetaplah bertolak dari 
kaidah hukum yang sudah ada sebelumnya. 
b. Penciptaan dan penemuan hukum secara empiris oleh para legal 
honoratiores, yaitu penciptaan hukum oleh para kautelarjuristen ( 
cautelary jurisprudence ). Cara ini mengandung suatu seni dan 
ketrampilan untuk menciptakan dan melakukan inovasi hukum. 
Disini terlihat, bahwa tahap ini menunjuk pada pengadaan hukum 
yang tidak begitu saja jatuh dari keadaan entah berantah seperti 
pada tahap terdahulu, melainkan hukum yang tercipta melalui 
teknik-teknik dan ketrerampilan tersendiri. Dalam penciptaan ini 
terikat pada preseden. 
c. Pembebanan ( imposition ) hukum oleh kekuatan-kekuatan sekular 
atau teokratis. 
d. Tahap yang terakhir adalah penggarapan hukum secara sistematis 
dan penyelenggaraan hukum yang dijalankan secara profesional 
oleh orang-orang mendapatkan pendidikan hukum dengan cara-
cara ilmiah dan logis formal. 
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Berdasar perspektif seperti diuraikan di atas, Weber        ( dalam 
Satjipto, 1997 : 43 ) menyatakan bahwa perkembangan itu dapat 
diutarakan sebagai berikut: dari munculnya mulai prosedur hukum yang 
primitif, berupa gabungan dari formalisme yang magis dan irasionalitas 
yang terjadi melalui pewahyuan, perkembangan itu bergerak ke arah 
cara-cara yang makin spesialistis dan sistematisasi logis rasional untuk 
kemudian melalui cara-cara penyelenggaraan hukum yang teokratis dan 
patrimonial yang berkecenderungan substantif dan informal, dicapai 
tahap terakhir, yaitu sublimasi logis dan pendeduksian secara kuat seraya 
mengembangkan prosedur yang bersifat semakin teknis rasional pada 
tiga tipe dasar dari kekuasaan yang sah, yakni. 
a. Kharismatis, yang bertumpu pada kesetiaan pada keistimewaan yang 
menonjol dari seseorang dan kepada tatanan yang dikeluarkan oleh 
orang yang menjadi sanjungan kesetiaan itu. 
b. Tradisional, didasarkan pada kepercayaan yang telah mapan dan 
melembang mengenai tradisi turun menurun, termasuk kepercayaan 
kepada legitimasi dari mereka yang menjalankan kekuasaan atas 
dasar tradisi itu. 
c. Rasional, yang bertumpu pada kepercayaan terhadap kesahihan pola-
pola dari kaidah-kaidah normatif dan terhadap hak dari mereka yang 
memiliki orotitas, yang muncul dari kaidah-kaidah tersebut, untuk 
mengeluarkan perintah-perintah.  
Hukum agar bisa berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial bagi 
masyarakat biasa dan masyarakat pejabat sebagai pemegang law 
enforcement, maka dapat dipakai pendekatan dengan mengambil teori 
Robert Seidman ( Robert Seidman, 1976 : 101 ) yang menyatakan bahwa 
bekerjanya hukum dalam masyarakat itu melibatkan tiga kemampuan 
dasar, yaitu pembuat hukum                ( Undang-undang ), birokrat 
pelaksana dan masyarakat obyek hukum. Pelaksana hukum, perilakunya 
ditentukan pula peranan yang diharapkan daripadanya, namun 
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bekerjanya harapan itu tidak hanya ditentukan oleh peraturan-peraturan 
saja, melainkan juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, tapi juga oleh : 
a. Sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya. 
b. Aktifitas dari lembaga-lembaga atau badan-badan pelaksana hukum. 
c. Seluruh kekuatan sosial, politik dan lainnya yang bekerja atas diri pemegang peran itu. 
Lawrence Meir Friedman ( dalam Achmad Ali, 2001 : 7-  9 ) mengemukakan tentang tiga unsur 
sistem hukum ( There Elements of Legal System ). Ketiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi 
bekerjanya hukum tersebut, yaitu :  
a. Struktur Hukum ( Legal Structure ) 
b. Substansi Hukum ( Legal Substance ) 
c. Kultur Hukum ( Legal Culture ) 
Menurut Friedman ( dalam Achmad Ali, 2001 : 7 ) struktur adalah 
kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang 
memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. 
Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem 
hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung 
bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat 
bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap 
penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. 
Selanjutnya, menurut Friedman ( 1975 : 14 ) yang dimaksud 
dengan subtansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia 
yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang 
dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup 
keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. 
Substansi juga mencakup living law ( hukum yang hidup ), dan bukan 
hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang atau law in the 
books. 
Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum yang 
berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik 
oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur ( Esmi Warasih, 1997 : 30 
). 
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Paul dan Dias ( dalam Esmi Warasih, 2005 : 105-106 ) 
mengajukan syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem 
hukum, yaitu :  
a. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan 
dipahami. 
b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi 
aturan-aturan hukum yang bersangkutan. 
c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum. 
d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah 
dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan 
juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengkata. 
e. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga 
masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu 
memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif. 
Sistem hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit 
masyarakat, masing-masing mempunyai  kepentingan sendiri-sendiri 
sesuai dengan kepentingan kelompok mereka. Kebijakan dalam bidang 
hukum akan berimplikasi kepada masalah politik yang sarat dengan 
diskriminasi terhadap kelompok lain. Pemahaman terhadap fungsi hukum 
itu, tidak lepas dari pengertian pekerjaan hukum  ( Esmi Warassih, 2005 : 
28 ), yaitu :  
a. Merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat 
dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang 
dan yang boleh dilakukan. 
b. Mengalokasikan dengan menegaskan siapa saja yang boleh 
melakukan kekuasaan atau siapa berikut prosedurnya. 
c. Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat. 
d. Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara 
mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat dengan 
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menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang 
boleh dilakukan.  
Implementasi hukum yang hendak diwujudkan sesuai pendapat 
Lon L. Fuller ( dalam Esmi Warassih, 2005 : 31 ) bahwa ukuran mengenai 
adanya suatu sistem hukum yang baik didasarkan atas dalam delapan 
asas, yaitu: 
a. Suatu sistem hukum harus mengandung suatu peraturan-peraturan, 
tidak boleh, mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat 
ad hoc. 
b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan. 
c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karenanya apabila 
ada yang demikian itu wajib ditolak, maka peraturan itu bilamana 
dipakai menjadi pedoman tingkah laku, membolehkan peraturan 
secara berlaku surut berarti akan merusak integritas peraturan yang 
ditujukan  untuk berlaku bagi waktu yang akan datang. 
d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa 
dimengerti. 
e. Suatu sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan yang 
bertentangan satu sama lain. 
f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi 
apa yang dapat dilakukan. 
g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk merubah peraturan sehingga 
menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi. 
h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 
pelaksanaannya sehari-hari ( Satjipto Raharjo, 1982 : 92 ). 
 
Implementasi hukum apabila dikaitkan dengan badan penegak hukum, dipengaruhi banyak faktor 
antara lain Undang-undang yang mengaturnya harus dirancang dengan baik,  pelaksana hukum harus 
memusatkan tugasnya dengan baik. Hukum agar berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial memerlukannya 
pendekatan, menurut teori Robert Seidman      ( 1976 : 101 ) : “ bekerjanya hukum melibatkan tiga 
kemampuan dasar yaitu, pembuat hukum, birokrat pelaksana dan pemegang peran ”. 
 
d. Teori Implementasi 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 2002 : 319 ) 
implementasi berarti : 1) pelaksanaan, 2) penerapan.  Kamus Webster, 
merumuskan secara pendek bahwa to implemen               ( 
mengimplementasi ) berarti to provide the means for carrying out  ( 
menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu ); to give practical 
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effect to ( menimbulkan dampak / akibat terhadap   sesuatu ). Kalau 
pandangan ini diikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang 
sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan ( biasanya 
dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan 
Peradilan, Perintah Eksekutif, atau Dekrit Presiden ). Dalam 
hubungannya dengan penulisan ini, implementasi diberi batasan : 
berlakunya suatu hukum atau peraturan perundang-undangan didalam 
masyarakat. Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau suatu 
perbuatan atau peristiwa tidak akan mempunyai arti atau bermanfaat 
apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena implementasi 
terhadap kebijakan masih bersifat abstrak ke dalam realiti nyata.  
Kebijakan yang dimaksud adalah berkaitan dengan kebijakan publik, 
dimana kebijakan berusaha menimbulkan hasil ( outcome ) yang dapat 
dinikmati terutama olah kelompok sasaran atau target group  ( Joko 
Widodo, 2001 : 192 ). 
Mazmanian dan Sabiter ( dalam Joko Widodo 2001 :  190 ), 
menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa :  “ 
memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha 
untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak 
nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian ”. Lebih lanjut dijelaskan 
bahwa proses implementasi adalah keputusan kebijakan dasar, biasanya 
dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-
perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau 
keputusan badan peradilan.   
Pada umumnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah 
yang ingin diatasi dengan menyebutkan secara tegas  atau sasaran yang 
ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses 
implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui tahapan 
tertentu, yang biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-
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undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan 
keputusan oleh badan pelaksananya. Memperhatikan pendapat tersebut 
diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian 
implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-
sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana, kemampuan 
organisasional, baik oleh pemerintah maupun swasta ( individu atau 
kelompok ) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 
oleh pembuat kebijakan ( Joko Widodo, 2001 : 193 ).  Jadi, agar 
implementasi suatu kebijakan dapat tercapai tujuannya serta dapat 
diwujudkan, harus dipersiapkan dengan baik. Sebaliknya, bagaimanapun 
baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan,  
Namun kalau tidak dirumuskan dengan baik, maka apa yang 
menjadi tujuan kebijakan juga tidak akan dapat diwujudkan.  Jadi, apabila 
menghendaki suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, 
harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik sejak tahap 
perumusannya atau pembuatan kebijakan publik sampai kepada 
antisipasi terhadap kebijakan tersebut diimplementasikan. Sedangkan 
Pengertian Perencanaan itu sendiri menurut Chadwik ( dalam Robinson 
Tarigan, 2005 : 3 ) Memandang bahwa perencanaan sebagai suatu 
kegiatan dasar manusia yang terkadang terjadi di dalam tingkah laku 
manusia dalam setiap strata sosial masyarakat. Didalam pandangan ini, 
Perencanaan merupakan suatu proses pemikiran  dan tindakan manusia 
ke arah masa depan.dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 
pada dasarnya perencanaan berarti merekonstruksi masa yang akan 
datang berdasarkan kondisi saat ini, sehingga perencanaan adalah 
bagian dari pengambilan keputusan yang membutuhkasn suatu proses 
yang sangat rumit. 
Batasan lain menganai perencanaan oleh John Friedman 
menyusulkan suatu model  perencanaan yang memadukan tindakan 
dengan perencanaan, bagaimana meningkatkan kualitas tindakan. 
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Tindakan dalam penyusunan perencanaan ini banyak elemen yang 
terlibaat didalamnya, sehingga pengertian perencanaan adalah suatu 
kegiatan sosial.  
Pengertian Partisipasi masyarakat dalam berbagai literatur banyak 
terdapat namun dalam konteks partisipasi Pembangunan sebagai 
ketelibatan setiap warga negara yang mempunyai hak suara dalam 
pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui 
intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. 
 
e. Partisipasi Masyarakat  
Partisipasi sering diberi makna keterlibatan orang secara sukarela 
tanpa tekanan dan jauh dari perintah. Partisipasi pada dasarnya adalah 
kerelaan, tetapi bagaimana dapat menyalurkan kerelaan tersebut apabila 
salurannya sendiri tidak jelas. Betapapun besar niat seseorang untuk 
berpartisipasi, apabila tidak ada saluran atau wadahnya, niat itu akan 
terpendam dan/atau tersalurkan pada sasaran yang tidak tepat. Oleh 
karena itulah dibutuhkan adanya penggerak dan kegiatan pembangkit 
partisipasi ( Hetifah Sj Sumarto, 2004 : 188-189 ). Dalam penulisan ini, 
pengertian partisipasi masyarakat adalah suatu proses keterlibatan 
masyarakat secara sadar dan nyata dalam serangkaian proses 
pembangunan mulai dari tingkat perencanaan ( perumusan kebijakan ) 
hingga pada tingkat pengendalian ( pengawasan dan evaluasi ) program 
pembangunan. 
Secara garis besar  partisipasi masyarakat  terhadap suatu 
kebijakan pembangunan daerah dapat disistematisir sebagai berikut : 
a. Setiap pembuatan kebijakan daerah yang baru, baik berupa 
keputusan kepala daerah maupun peraturan daerah, senantiasa wajib 
melibatkan masyarakat daerah untuk berpartisipasi 
b. Setiap kebijakan daerah yang baru, yang tidak melibatkan masyarakat 
daerah dapat menyebabkan kebijakan daerah tersebut dibatalkan 
oleh pemerintah atasan 
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c. Masyarakat berhak untuk mengkritisi dan mengevaluasi atas sesuatu 
kebijakan daerah yang telah ada, dan apabila dipandang perlu dapat 
mengajukan usul agar kebijakan daerah yang dinilai oleh masyarakat 
tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tuntutan keadaan, 
ditinjau kembali dan apabila perlu dapat diusulkan untuk dicabut 
d. DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk menampung dan 
menindak lanjuti aspirasi daerah dan aspirasi masyarakat 
e. Masyarakat mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan 
memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara ( termasuk 
penyelenggaraan pemerintahan daerah ), serta menyampaikan saran 
dan pendapat terhadap kebijakan penyelenggaraan negara ( 
termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah ) ( Prasetyo, 2002 : 
3 ). 
 
Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang 
mempunyai hak suara dalam pembuatan keputusan, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Partisipasi mensyaratkan kebebasan 
berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara secara konstruktif. 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi hal yang penting 
ketiga diletakan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling 
tahu apa yang mereka butuhkan dan masyarkat juga yang paling tahu 
permasalahan yang mereka hadapi. 
Suatu pertimbangan yang sama juga dengan munculnya 
Desentralisasi berdasarkan pertimbangan pemerintah daerah lebih dekat 
dengan masyarakat sehingga lebih tahu kebutuhan dan kepentingan 
msyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan 
menurut ( Yulianta / Hilal, 2005 : 24 ) memiliki beberapa maksud : 
1. Bahwa Partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri 
mengorganisasikan diri dan dengan demikian akan memudahkan 
rakyat menghadapi situasi situasi sulit,serta mampu menolak berbagai 
kecenderungan yang merugikan. 
2. Suatu Partisipasi tidak sajamenjadi cermin kongkrit peluang ekpresi 
aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi 
bahwa pertisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikan 
kepentingan rakyat. 
3. Persoalan persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat 
diatasi dngan adanya partisipasi rakyat. Prinsip ini sekaligus menjadi 
titik pijak suatu kepercayaan kepada rakyat,bahwa rakyat tidak perlu 
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dimaknai sebagai sumber kebohan, melainkan subyek pembangunan 
yang juga memiliki kemampuan. 
4. keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan 
dan adanya sikap yang terbuka dari penyelenggara pemerintahan 
tentunya akan menjadi basis bagi suatu kepercayaan sosial politik, 
yang denga demikian akan memungkin suatu proses 
penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi  
 
Hal yang masih menjadi persoalan adalah bagaimana mewujudkan 
suatu bentuk partisipasi yang ideal. Pertanyaan ini didasarkan setidak-
tidaknya pada tiga kenyataan : (1) Telah berkembangnya suatu tradisi 
tanpa partisipasi dalam praktek pembangunan; (2) kondisi masyarakat 
yang memiliki kapasitas rendah dalam mengembangkan suatu format 
partisipasi; dan (3) (i) belum tersediannya memberikan perlindungan; (ii) 
memberikan dukungan; dan (iii) melakukan promosi partisipasi  ( 
substansial ), dengan demikian berhadapan dengan tiga masalah dasar : 
1. Sistem yang belum memberikan ruang yang aman memadai atau 
belum tersediannya suatu legal frame work bagi proses partisipasi 
masyarakat; 
2. Sudah berkembangnya kultur tanpa partisipasi; dan 
3. Rendahnya kapasitas untuk mengembangkan partisipasi, sebagai 
akibat tidak terbiasanya masyarakat melibatkan diri dalam proses 
pembangunan. 
 
Ketiga persoalan dasar ini kiranya dapat diatasi dengan 
dikembangkannya suatu kebijakan yang dapat mendorong dan 
memberikan jaminan bagi suatu keterlibatan masyarakat, serta 
dimaksudkan menjadi semacam perintah pada pemerintahan untuk 
senantiasa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, 
yang pada nantinya akan memberikan pengaruh pada kehidupan 
masyarakat. 
Beberapa hal mungkin dapat dijadikan instrumen bagaimana 
pemerintah daerah ataupun institusi yang lain melaksanakan dengan 
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serius persoalan partisipasi. Pertama adanya sebuah ruang dan arena 
bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan juga ruang untuk 
berpartisipasi. Di beberapa daerah kabupaten berbagai forum warga 
merupakan salah satu instrumen untuk menyerap aspirasi dan menjadi 
arena untuk berpatisipasi disamping ada instrumen-instrumen 
konvensional yang telah ada, seperti musbangdes pada tingkat desa, 
UDKP pada tingkat kecamatan dan rakorbang pada tingkat kabupaten. 
Disamping itu juga ada parlemen dan partai politik yang seharusnya 
menjadi sebuah lembaga untuk mengartikulasikan kepentingan 
masyarakat. Tetapi pengalaman yang sering terjadi adalah apa yang 
dirumuskanoleh instrumen dan lembaga tersebut seringkali tidak 
nyambung dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Risalah-
risalah yang ada dalam pertemuan-pertemuan awal yang melibatkan 
masyarakat ternyatasering tidak menjadi sebuah kebijakan. Apa yang 
terdapat dalam risalah pertemuan berbeda dengan kebijakan publik yang 
dihasilkan; Kedua oleh karenanya diperlukan sebuah jaminan, bahwa apa 
yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang terjadi aspirasi 
masyarakat akan tertuang dalam sebuah kebijakan publik. Untuk 
mendapatkan jaminan dalam hal partisipasi maka diperlukan sebuah 
aturan, apabila pada tingkat kabupaten adalah sebuah peraturan daerah 
yang partisipatif. 
Apabila dua instrument tersebut belum ada maka yang mungkin 
terjadi adalah partisipasi yang bersifat formalitas dan seremonial semata, 
karena partisipasi hanya menjadi alat legitimasi bahwa apa yang 
dilaksanakan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam program. 
 
2. Penelitian Yang Relevan 
Penelitian yang masih relevan dengan penelitian ini adalah  : 
Penelitian yang dilakukan oleh Agus Fatur Rahman , S. 310205001, yang 
berjudul : “ Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen Dalam Melibatkan 
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Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Program Pembangunan Di Daerah 
“. Pada penelitian ini yang dikaji dititik beratkan pada belum adanya kebijakan 
Pemerintah Kabupaten Sragen untuk melibatkan partisipasi masyarakat pada 
pelaksanaan program pembangunan .  
Sedangkan titik berat pada penelitian dengan judul “ Implementasi 
Ketentuan Pasal 150 UU Nomor 32 Tahun 2004 Mengenai Partisipasi 
Masyarakat  Pembangunan Daerah di Kabupaten Ngawi “ , adalah pada 
subyek dan obyek penelitian yaitu pada biokrat dan stake holder 
pembangunan itu sendiri. Dimana fokus penelitian ini mencari faktor-faktor 
penyebab tidak dapat terimplementasikannya pasal 150 UU Nomor 32 Tahun 
2004, dengan mewancarai pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek 
penelitian yaitu eksekutif , legislatif dan masyarakat.   
 
B.  Kerangka Berpikir 
Seiring dengan dilaksanakannya program otonomi daerah, pada 
umumnya masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan dalam 
bentuk peningkatan mutu pelayanan masyarakat, partisipasi masyarakat yang 
lebih luas dalam pengambilan kebijakan publik, yang sejauh ini hal tersebut 
kurang mendapat perhatian dari pemerintahan pusat. Namun kenyataannya 
sejak diterapkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah, belum menunjukkan perkembangan yang signifikan bagi pemenuhan 
harapan masyarakat tersebut. 
Oleh karena itu meskipun telah diberlakukannya  UU No. 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah , sangat diharapkan bisa membawa perubahan 
yang cukup signifikan dan akomodatif dalam rangka melibatkan partisipasi 
masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan di daerah. 
Pemerintahan daerah yang demokratis dapat dikaji dari dua aspek, yakni 
aspek tataran proses maupun aspek tataran substansinya. Penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dikatakan demokratis secara proses, apabila 
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pemerintahan daerah yang bersangkutan mampu membuka ruang bagi 
keterlibatan masyarakat dalam semua pembuatan maupun pengkritisan 
terhadap sesuatu kebijakan daerah yang dilaksanakan. Penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dikatakan demokratis secara substansial apabila 
kebijakan-kebijakan daerah yang dibuat oleh para penguasa daerah 
mencerminkan aspirasi masyarakat. 
Suatu pemerintahan daerah dikatakan akuntabel, apabila ia mampu 
menjalankan prosedur-prosedur yang telah ada dan dapat 
mempertanggungjawabkannya kepada publik dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah.  
Sehubungan dengan masalah yang ditelusuri pada penelitian ini dapatlah 
dibuat alur berpikir sebagai berikut : 
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Gambar 2 : Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Sebelum penulis mengemukakan jenis penelitian yang akan digunakan, 
maka terlebih dahulu perlu diuraikan secara singkat mengenai metode. Metode 
menurut Setiono ( 2002 : 1 ) adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari 
pemecahan masalah, oleh karena itu apa yang akan dicari harus jelas  terlebih 
dahulu. 
Penelitian dalam penulisan ini termasuk jenis penelitian hukum  sosiologis 
atau non doktrinal, sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian yang 
deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan 
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tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam melibatkan partisipasi 
masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan di daerah. Pendekatan 
yang dipakai adalah pendekatan interaksional atau mikro, dengan analisis 
kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah merupakan suatu 
upaya yang berlanjut, berulang, dan terus-menerus ( Mills dan Huberman, 1992 : 
20 ).  
Sedangkan yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata 
cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analitis, yaitu apa yang 
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang 
nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh ( Soerjono 
Soekanto, 1986 : 250 ). 
Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan 
manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun mendalam, total 
menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara 
konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif ( disebut variabel ). Dalam 
hubungan ini, metode kualitatif juga dikembangkan untuk mengungkap gejala-
gejala kehidupan masyarakat itu sendiri dan dari kondisi mereka tanpa 
diintervensi oleh peneliti atau naturalistik ( Burhan Ashshofa, 2001 :  54 ). 
Dalam mempelajari hukum, ada 5 ( lima ) konsep hukum yang menurut 
Soetandyo Wignjosoebroto seperti dikembangkan oleh Setiono ( 2005 : 4 ) 
adalah sebagai berikut : 
1. Hukum adalah asas-asas moral atau kebenaran dan keadilan yang bersifat 
kodrati dan berlaku universal ( yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai 
hukum alam ). 
2. Hukum merupakan norma atau kaidah yang bersifat positif di dalam sistem 
perundang-undangan. 
3. Hukum adalah keputusan-keputusan badan peradilan dalam penyelesaian 
kasus atau perkara ( in concreto ) atau apa yang diputuskan oleh hakim. 
4. Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial 
yang empirik. 
5. Manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak 
dalam interaksi mereka ( yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai 
hukum yang ada dalam benak manusia ). 
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Dalam penelitian ini, penulis mendasarkan pada konsep hukum yang ke-
5, yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto, seperti yang dikembangkan oleh 
Setiono ( 2005 : 4 ), hukum dalam hal ini dikonsepsikan sebagai manifestasi 
makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi 
mereka ( hukum yang ada dalam benak manusia ).  
Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk ke dalam bentuk 
penelitian diagnostik. Menurut Setiono ( 2005 : 6 ), yang dimaksud dengan 
penelitian yang berbentuk diagnostik adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 
mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau 
beberapa gejala. 
 
B.  Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Ngawi 
yang meliputi : 
1. Pemerintah Kabupaten Ngawi  
2. DPRD Kabupaten Ngawi 
3. Lembaga Swadaya dan Tokoh Masyarakat. 
 
C.  Jenis Dan Sumber Data 
Karena penelitian ini termasuk penelitian hukum yang sosiologis atau non 
doktrinal, maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah : jenis data primer 
( wawancara mendalam atau indept interview ) dan jenis data sekunder ( studi 
kepustakaan ). 
Penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal membutuhkan data-data 
yang lengkap untuk mengidentifikasi suatu hal secara empiris dan data sekunder 
sebagai dasar kekuatan mengikat ke dalam. Sumber data dapat berupa 
manusia, peristiwa, tingkah laku, dokumen dan arsip, serta berbagai benda lain ( 
HB. Soetopo, 1992 :   2 ). 
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Bahan penelitian yang digunakan pada tipe penelitian ini berupa bahan 
hukum, baik bahan hukum primer ( primary sources or authorities ), maupun 
bahan hukum sekunder ( secondary sources or authorities ) dan dilengkapi 
dengan bahan hukum tersier yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang 
merupakan data sekunder.  
(1) Bahan hukum primer  
a) Pancasila  
b) UUD 1945  
c) Ketetapan MPR  
d) UU No.32 Tahun 2004 
e) UU No.33 Tahun 2004  
f) Peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang berkaitan dengan 
partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan evaluasi kebijakan daerah 
Kabupaten Ngawi.  
(2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya 
dengan bahan hukum primer berupa bahan pustaka seperti buku, majalah, 
hasil penelitian, makalah dan lainnya.  
(3) Bahan hukum tersier, meliputi bahan yang memberikan kelengkapan 
informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara purposive 
sampling yaitu peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dengan berbekal 
pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih sampel. Dalam hal ini 
dengan informan / responden yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dianggap 
mengerti permasalahan yang akan diteliti, yang meliputi : Aparat Pemerintah 
Kabupaten Ngawi, DPRD  Ngawi serta Tokoh Masyarakat.  
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E. Teknik Analisa Data 
Setelah data dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis dengan model analisa 
kualitatif dengan logika deduksi. Dengan memperhatikan penafsiran gramatikal, 
yaitu mendasarkan pada bunyi dari ketentuan Undang-undang. Kemudian dari 
hasil analisa data yang diperoleh didiskripsikan secara urut dan teliti sesuai 
dengan permasalahan yang dikaji. 
Menurut Miles dan Huberman ( dalam HB Soetopo, 1999 : 12 ), ketiga 
komponen dalam menganalisis data tersebut adalah reduksi data, sajian data 
dan penarikan kesimpulan maupun verifikasi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis data ini digambarkan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengumpulan 
Data 
 
Penyajian  
Data 
 
Reduksi 
Data 
 
Kesimpulan-Kesimpulan/ 
Verifikasi 
lxi 
 
Gambar 3 : Proses Analisis Data / Interactive Model of Analysis 
 
1. Reduksi data 
Reduksi data adalah bagian analisis, berbentuk mempertegas, 
memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan 
mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 
Menurut HB. Soetopo ( 1992 :  12 ), reduksi data merupakan proses seleksi, 
pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari fieldnote. Proses ini 
berlangsung sejak awal penelitian, dan pada saat pengumpulan data. 
Reduksi data dilakukan dengan membuat singkatan, coding, memusatkan 
tema, menulis memo dan menentukan batas-batas permasalahan. Menurut 
Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman ( dalam Tjejep Rohendi Rohidi, 
1992 : 16 ), reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “ 
kasar ” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 
merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data 
dengan cara demikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 
ditarik dan diverifikasi. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih merupakan suatu cara yang utama 
bagi analisis kualitatif yang valid. ( Matthew B. Miles dan A. Michael 
Huberman dalam Tjejep Rohendi Rohidi,   1992 : 17 ). 
Sajian data sebaik-baiknya berbentuk tabel, gambar, matriks, jaringan kerja 
dan kaitan kegiatan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil 
kesimpulan. Peneliti diharapkan dari awal dapat memahami arti dari berbagai 
hal yang ditemui sejak awal penelitian, dengan demikian dapat menarik 
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kesimpulan yang terus dikaji dan diperiksa seiring dengan perkembangan 
penelitian yang dilakukan. Proses analisis dengan 3 ( tiga ) komponen di atas 
dilakukan secara bersamaan merupakan model analisis mengalir ( flow model 
of analysis ). Metode analisis inilah yang digunakan dalam penelitian ini. 
Reduksi dan dilakukan sejak proses pengumpulan data yang belum 
dilakukan, diteruskan pada waktu pengumpulan data dan bersamaan dengan 
dua komponen yang lain. Tiga komponen tersebut masih mengalir dan tetap 
saling menjalin pada waktu kegiatan pengumpulan data sudah berakhir 
sampai dengan proses penulisan penelitian selesai ( HB. Soetopo, 1992 : 14 
). 
 
3. Menarik kesimpulan / Verifikasi 
Kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. 
Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung ( Matthew 
B. Miles dan A. Bichael Huberman dalam Tjejep Rohendi Rohidi, 1992 : 19 ). 
Berkaitan dengan penarikan kesimpulan tersebut, penerapan metode pada 
penelitian ini adalah untuk mengungkap kebenaran dan memahaminya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu mencari, menjelaskan 
dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam suatu kehidupan 
masyarakat dengan memulai dari kenyataan ( phenomena ) menuju ke teori ( 
thesis ) bukan sebaliknya seperti dalam pendekatan deduktif ( Burhan 
Ashshofa, 1998 : 74 ). Dalam silogisme induksi, premis-premis        ( kecuali 
konklusi ) selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. Konklusi dari 
dalam silogisme induksi dalam penelitian-penelitian yang non doktrional 
selalu berupa deskripsi atau eksplanasi tentang ada tidaknya hubungan ( 
kausal atau korelasi ) antara  berbagai variabel sosial-hukum. Setiap data 
yang diperoleh diverifikasi kemudian dideskripsikan dan dieksplanasikan 
hingga mendapat penjelasan mendalam dari berbagai variabel yang diteliti. 
Stake mengatakan para peneliti kualitatif lebih menekankan pemahaman ( 
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understanding ) hubungan yang kompleks diantara semua hubungan yang 
ada dan membangun pemahaman tegas untuk pembaca deskripsi. 
Bahan penelitian pada penelitian hukum empiris dikumpulkan dengan 
observasi dan wawancara mendalam kepada para responden serta nara 
sumber khususnya yang berkaitan dengan permasalahan ( obyek penelitian ) 
yang kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif, kemudian dituangkan 
dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan tentang realisasi pembuatan 
kebijakan pemerintah Kabupaten Ngawi dalam melibatkan partisipasi 
masyarakat pada pembangunan di daerah. 
Bahan penelitian pada penelitian hukum normatif berupa bahan hukum yang 
berkaitan dengan kebijakan daerah yang demokratif, partisipasi masyarakat, 
disusun secara sistematis, kemudian di klasifikasi sesuai pokok bahasan. 
Selanjutnya bahan-balian hukum tersebut dilakukan analisis secara normatif, 
sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas 
permasalahan pada lapisan ilmu dogmatik hukum dan teori hukum, mengenai 
ada tidaknya partisipasi masyarakat dalam setiap pembuatan dan evaluasi 
kebijakan daerah Kabupaten Ngawi.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Hasil Penelitian 
1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kabupaten Ngawi merupakan salah satu daerah yang masuk dalam 
wilayah Propinsi Jawa Timur. Letak Kabupaten Ngawi berbatasan langsung 
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dengan Propinsi Jawa Tengah karena memang wilayah Kabupaten Ngawi 
berada paling barat dari Propinsi Jawa Timur. Batas wilayah Kabupaten 
Ngawi secara lengkap adalah sebagai berikut : 
Utara  : Kab Grobogan, Kab Blora dan Kab Bojonegoro 
Timur  : Kab Madiun 
Selatan : Kab Madiun dan Kab Magetan 
Barat  : Kab Karanganyar dan Kab Sragen 
Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7o 21¢ - 7o 31¢ 
Lintang Selatan dan 110o 10¢ - 111o 40¢ Bujur Timur. Topografi wilayah ini 
adalah berupa daratan tinggi dan tanah datar. Tercatat ada sebanyak 4 
kecamatan yang terletak pada dataran tinggi, yaitu Kecamatan Sine, 
Ngrambe, Jogorogo dan Kendal yang kesemuanya terletak di kaki Gunung 
Lawu. Sedangkan kecamatan lainnya semuanya terletak pada tanah datar. 
Karena letak itulah, Kabupaten Ngawi juga termasuk salah satu kabupaten 
yang beriklim tropis. Berdasarkan data BPS Kabupaten Ngawi tahun 2006, 
selama tahun 2006 rata-rata curah hujan di daerah ini mencapai 142,95 mm. 
Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember 2006 hingga mencapai 
405,04 mm yang merupakan tertinggi selama kurun waktu 2000 – 2006. 
Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 Km2. Sebagian besar 
wilayahnya berupa lahan sawah yang luasnya mencapai 506,6 Km2 atau 
mencapai 40 % dari luas Kabupaten Ngawi. Luas wilayah ini secara 
administrasi terbagi dalam 19 kecamatan dari 217 desa, dimana 4 dari 217 
desa tersebut adalah kelurahan. Walaupun hanya mempunyai 8 desa, 
Kecamatan Karanganyar merupakan terluas yang luasnya mencapai 147,14 
Km2. Sedangkan Kecamatan Sine dan Kecamatan Mantingan merupakan 
kecamatan dengan letak paling jauh dari ibukota Kabupaten, yaitu sejauh 36 
Km. 
Tabel 4.1 
Jumlah Desa, Luas Wilayah dan Jarak Kecamatan ke Ibukota Kabupaten 
No. Kecamatan Jumlah Luas Area Jarak ke 
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Desa (Km2) Ibukota Kab 
(Km) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Sine 
Ngrambe 
Jogorogo 
Kendal 
Geneng 
Kwadungan 
Pangkur 
Karangjati 
Bringin 
Padas 
Ngawi 
Paron 
Kedunggalar 
Pitu 
Widodaran 
Mantingan 
Karanganyar 
Gerih 
Kasreman 
    
15 
14 
12 
10 
18 
14 
9 
17 
10 
20 
16 
14 
12 
10 
12 
6 
8 
13 
12 
80.22 
57.49 
65.84 
84.56 
87.04 
30.30 
29.41 
66.67 
62.61 
81.71 
70.56 
101.14 
129.65 
56.01 
88.43 
57.19 
147.14 
68.483 
83.437 
 
36 
30 
24 
32 
12 
21 
16 
20 
17 
11 
- 
6 
12 
17 
30 
36 
33 
22 
16 
 
Jumlah 217 1.295,98  
Sumber : BPS Kab. Ngawi Tahun 2006. 
 
 
 
a.  Sumber Daya Manusia 
Menurut data dari BPS Kabupaten Ngawi, jumlah penduduk 
Kabupaten Ngawi pada Tahun 2006 mengalami peningkatan sebanyak 
4.838 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduknya mencapai 0,56, 
sehingga jumlah penduduk Kabupaten Ngawi pada akhir tahun 2006 
bertambah menjadi 873.489 jiwa. Sebenarnya pertambahan jumlah 
penduduk di Kabupaten Ngawi ini juga dapat dilihat dari data tentang 
jumlah kelahiran dan kematian yang terjadi selama tahun 2006. 
Walaupun pada tahun 2006 jumlah kelahiran sudah bisa menurun 
sebanyak 159 jiwa dari tahun sebelumnya, akan tetapi jumlahnya tetap 
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lebih tinggi dibandingkan angka kematian. Berdasarkan data dari BPS 
Kabupaten Ngawi, jumlah kematian di kabupaten ini mencapai 3.691 jiwa. 
Sedangkan jumlah kelahiran mencapai angka 7.080 jiwa. 
Jika dilihat dari angka per kecamatan, kecamatan dengan penduduk 
terbanyak adalah Kecamatan Paron ( 90.586 jiwa ) baru kemudian 
disusul oleh Kecamatan Geneng dengan jumlah penduduk sebanyak 
90.323 jiwa. Namun jika dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduknya, 
Kecamatan Ngawi merupakan kecamatan dengan pertumbuhan tertinggi 
yang mencapai 2,30 baru kemudian Kecamatan Karanganyar yang 
mencapai 1,13. Sedangkan kecamatan dengan petumbuhan penduduk 
terkecil adalah Kecamatan Paron yaitu sebesar 0,09.  
           Dari rasio jenis kelamin antara penduduk laki-laki dan perempuan, 
selama kurun waktu empat tahun terakhir ini penduduk di Kabupaten 
Ngawi lebih banyak perempuannya dengan nilai sex ratio sebesar 95,47. 
Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk wanita terdapat 
sekitar 96 penduduk laki-laki. Hampir semua kecamatan di Kabupaten 
Ngawi yang penduduk perempuannya lebih banyak. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai sex ratio yang kurang dari 100. Hanya Kecamatan Karanganyar 
yang mempunyai penduduk laki-laki lebih banyak walaupun hanya 
berselisih 155 jiwa. 
 
b.  Sebaran Penduduk 
Penduduk di Kabupaten Ngawi tersebut menempati seluas 
1.295,98 Km2, sehingga dapat diketahui kepadatan penduduknya pada 
tahun 2006 mencapai 674 jiwa / Km2. Kepadatan penduduk menunjukkan 
rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah, sehingga jika tingkat 
kependudukan di Kabupaten Ngawi yang menunjukkan angka 674 jiwa / 
Km2 itu berarti terdapat 674 jiwa / Km2 penduduk di Kabupaten Ngawi 
dalam setiap 1 Km2 tanah di kabupaten tersebut. Kepadatan penduduk 
pada tahun 2006 ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 
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670 jiwa/Km2. Penduduk di Ngawi memang tidak menyebar secara rata di 
tiap-tiap kecamatannya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kepadatan 
tertinggi yang berada di Kecamatan Ngawi ( 1.104 ), Geneng ( 1.038 ) 
baru kemudian Kecamatan Pangkur dan Kwadungan yang masing-
masing angka kepadatan penduduknya secara berurutan mencapai 950 
dan 946. Penyebabnya antara lain karena daerah tersebut merupakan 
daerah perkotaan dibandingkan kecamatan lainnya sehingga sangat 
wajar jika lebih banyak penduduk yang memilih tinggal di sana.  
 
2.  Hasil Wawancara Dengan Responden 
Wawancara dengan Budi Sulistiyono ( Wakil Bupati Ngawi ) yang 
 dilakukan pada Tanggal 18 Juni  2007 , sebagai berikut : Kebijakan yang 
diambil oleh Pemerintah Daerah diakui memang sering   tidak sejalan dengan 
kebutuhan masyarakat, dimana dalam hal ini perencanaan melalui 
musrebang hanya sering dijadikan formalitas semata. Pemerintah Kabupaten 
Ngawi  dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah sebenarnya 
sudah melibatkan partisipasi masyarakat dengan melalui musrenbang yang 
melibatkan usulan dari tokoh masyarakat, Badan Perwakilan Desa di tingkat 
desa, kecamatan sampai kabupaten, tetapi pada akhirnya keputusan tetap 
ada pada eksekutif. Pemerintah Kabupaten Ngawi  merasa perlu melibatkan 
partisipasi masyarakat agar apa yang direncanakan atau dilaksanakan oleh 
pemerintah kabupaten Ngawi sesuai dengan apa yang diinginkan ( 
kebutuhan riil ) masyarakat. Disamping itu juga untuk percepatan 
pembangunan harus dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah 
kabupaten dengan masyarakat, sebab tidak mungkin kegiatan pembangunan 
hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja tanpa dibarengi swadaya 
masyarakat. Arti penting pelibatan partisipasi publik adalah karena antara 
pemerintah dengan masyarakat merupakan satu kesatuan dalam 
pelaksanaan pembangunan, serta untuk mempercepat keberhasilan 
pembangunan karena pada prinsipnya pembangunan hanya akan berhasil 
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dengan baik jika dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah 
dengan masyarakat. 
Wawancara dengan Sutopo ( Anggota Komisi A DPRD Ngawi Bidang 
Pemeintahan ) dilakukan tanggal 22 Juni 2007, sebagai berikut : Pemerintah 
Kabupaten Ngawi pada pelaksanaan program pembangunan di daerah 
setengah hati melibatkan partisipasi masyarakat. Usulan terhadap kebutuhan 
publik untuk dijadikan kebijakan dilakukan melalui ( forum musrenbang desa, 
kecamatan dan kabupaten; pengajuan proposal secara mandiri dalam 
jaringan lintas birokrasi maupun legislatif sebagai partisipasi identifikasi 
masalah ), tetapi kewenangan penuh tetap pada eksekutif.Rembug 
memutuskan skala prioritas kebutuhan publik di forum musrenbang serta 
perjuangan kelompok masyarakat. Proses pengambilan keputusan politik di 
lembaga legislatif. Walaupun secara phisik terlibat dalam public hearing di 
dewan, namun dalam menentukan keputusan tidak memiliki kewenangan.  
Wawancara dengan Yuwono Susatyo ( Komisi A Bidang Pemerintahan 
), pada tanggal 25 Juni 2007, sebagai berikut : Pemerintah perlu melibatkan 
partisipasi masyarakat, hal ini disebabkan dalam aspek ketepatan sasaran 
dan manfaat dimana yang masyarakat yang membutuhkan pembangunan 
dan oleh karena itu masyarakatlah yang menentukan kebutuhannya dan 
sekaligus tepat menyelesaikan masalahnya. Di sisi lain dapat menimbulkan 
kepuasan masyarakat yang sekaligus sebagai public service yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah demi  kepuasan masyarakatnya. Disamping itu telah 
terpenuhinya hak berpartisipasi masyarakat merupakan indikasi 
demokratisasi. 
Wawancara dengan Budi Dwi Purnomo ( Komisi A DPRD Bidang 
Pemerintahan ) pada Tanggal  25 Juni 2007, sebagai berikut : bahwa  arti 
penting melibatkan partisipasi masyarakat  akan meliputi kebutuhan 
masyarakat yang paham adalah masyarakat itu sendiri, kebijakan publik yang 
ditentukan perlu melalui mekanisme partisipasi masyarakat dan pemerintah 
daerah sebagai fasilitatornya,  pemenuhan hak berpartisipasi dalam berpolitik 
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dan menentukan nasib masa depan dirinya, masyarakat dan negara  Bahwa 
suatu kebijakan publik perlu diuji menurut kacamata masyarakat. Kebijakan 
publik yang terpilih akan memperoleh dukungan, empati dan peran balik 
positif dari masyarakat ( obyek ) dan kepercayaan publik dan melibatkan 
partisipasi masyarakat berarti pemerintah daerah konsen terhadap 
manifestasi bertata-pemerintahan yang baik. 
Wawancara dengan Dwi Riyanto Jatmiko dilakukan pada tanggal 5 Juli 
2007, sebagai berikut : Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan 
program pembangunan di daerah sebenarnya sudah melibatkan partisipasi 
masyarakat walaupun belum maksimal. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 
25 Tahun 2004 dan UU No. 32 Tahun 2004. Mekanisme penyusunan 
program pembangunan melalui buttom up planing mulai dari musrenbang 
tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten dengan melibatkan stakeholder / 
masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ngawi merasa perlu untuk melibatkan 
partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan di daerah, 
agar masyarakat  mengetahui sejak awal program pembangunan yang akan 
dilaksanakan, karena masyarakat sebagai subyek pembangunan dapat ikut 
mengawasi pelaksanaan pembangunan. Arti penting pemerintah Kabupaten 
Ngawi melibatkan partisipasi masyarakat adalah agar masyarakat merasa 
ikut handarbeni         ( merasa ikut  memiliki ) sehingga akan ikut aktif dalam 
pelaksanaan program pembangunan.Langkah konkrit yang seharusnya 
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi dalam rangka melibatkan 
partisipasi masyarakat : pemerintah daerah melibatkan semua elemen 
masyarakat, tidak pilih-pilih yang seharusnya dapat memberikan usulan yang 
realistik sesuai kemampuan daerah dan potensi yang ada. 
Wawancara dengan Mas Agoes Nirbito ( Sekda Pemkab Ngawi ) , 
pada tanggal 12 Juli 2007, sebagai berikut : Pemerintah Kabupaten Ngawi 
pada pelaksanaan program pembangunan di daerah sudah mulai merintis 
melibatkan partisipasi masyarakat, walau dirasa masih minim. Hal ini 
disebabkan usulan terhadap kebutuhan publik untuk dijadikan kebijakan 
lxxi 
 
dilakukan melalui           ( forum musrenbang desa, kecamatan dan 
kabupaten; pengajuan proposal secara mandiri dalam jaringan lintas birokrasi 
maupun legislatif sebagai partisipasi identifikasi masalah ). Rembug 
memutuskan skala prioritas kebutuhan publik di forum musrenbang serta 
perjuangan kelompok masyarakat. Proses pengambilan keputusan politik di 
lembaga legislatif. Walaupun secara phisik terlibat dalam public hearing di 
dewan, namun dalam menentukan keputusan tidak memiliki kewenangan                 
Wawancara dengan M.Shodiq ( Bagian Pemerintahan  Umum ) pada 
tanggal 13 Juli 2007, sebagai berikut :  Pemerintah perlu melibatkan 
partisipasi masyarakat, karena kebijakan publik merupakan pula kebutuhan 
masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang paham adalah masyarakat itu 
sendiri, kebijakan publik yang ditentukan perlu melalui mekanisme partisipasi 
masyarakat dan pemerintah daerah sebagai fasilitatornya. Sehingga 
pemenuhan hak berpartisipasi dalam berpolitik dan menentukan nasib masa 
depan dirinya, masyarakat dan negara. Di samping itu kebijakan publik perlu 
diuji menurut kacamata masyarakat. Kebijakan publik yang terpilih akan 
memperoleh dukungan, empati dan peran balik positif dari masyarakat ( 
obyek ) dan kepercayaan publik.Hal ini akan dapat mencerminkan 
pemerintah daerah konsen terhadap manifestasi bertata-pemerintahan yang 
baik. 
Wawancara dengan Joko Rahardjo ( Bagian Administrasi 
Pembangunan ) pada tanggal 30 Juni 2007, sebagai berikut : Pemerintah 
Kabupaten Ngawi pada pelaksanaan program pembangunan di daerah 
sebenarnya sudah melibatkan partisipasi masyarakat, walau harus berakhir di 
tangan eksekutif : Bahwa setiap program pembangunan yang dilaksanakan 
didasarkan pada usulan dari masyarakat yang ditampung dalam wadah 
Musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Di luar 
mekanisme tersebut, ada yang dilakukan melalui proposal yang diajukan 
masyarakat saat bupati melakukan kunjungan kerja / sambang desa / 
pembinaan ke desa-desa. Pemerintah Kabupaten Ngawi merasa perlu 
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melibatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan 
di daerah, karena apabila tidak melibatkan partisipasi masyarakat ( 
pembangunan hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja ), maka proses 
pelaksanaan pembangunan akan lamban ( disesuaikan dengan kemampuan 
anggaran pemerintah ). Dengan melibatkan publik berupa dukungan 
swadaya, maka proses pembangunan diharapkan cepat dan dapat sesuai 
dengan kebutuhan publik sehingga masyarakat merasa ikut memiliki 
terhadap hasil pembangunan. 
Wawancara dengan Suseno ( Dinas Pemberdayaan Masyarakat ) 
pada tanggal 11 Juli 2007, sebagai berikut : Arti penting pemerintah 
Kabupaten Ngawi melibatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan 
program pembangunan di daerah : untuk mensinkronisasi program 
pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga tidak lagi top down tetapi 
buttom up, karena pada prinsipnya pembangunan hanya akan berhasil 
dengan baik jika dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah 
dengan masyarakat. Disamping itu, program pembangunan diharapkan dapat 
tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat ( not feel need but real need 
). Langkah-langkah konkrit yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah 
Kabupaten Ngawi pada pelaksanaan program pembangunan di daerah 
adalah : memberikan porsi yang lebih luas terhadap usulan-usulan yang 
datang dari masyarakat ( buttom up planing ) tanpa mengurangi asas skala 
prioritas, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan lebih 
optimal karena apa yang menjadi tuntutan dan kepentingan mereka 
diakomodir oleh pemerintah. 
Wawancara dengan Bambang JS ( Tokoh Masyarakat  Ngawi ) 
dilakukan pada  tanggal 14 dan 18 Juli 2007 ), sebagai berikut : Pemerintah 
Kabupaten Ngawi  pada pelaksanaan program pembangunan di daerah 
belum melibatkan partisipasi masyarakat, karena sebagaimana diamanatkan 
dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang 
mencerminkan bahwa kedaulatan ada di tangan dengan memberikan 
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peluang bagi rakyat untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam 
penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Ngawi merasa perlu 
melibatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan 
di daerah, karena pemerintah daerah memang harus melibatkan publik mulai 
dari perencanaan, implementasi, evaluasi dan monitoring program 
pembangunan di daerah serta sudah tidak jamannya menjadikan publik 
hanya sebatas obyek pembangunan, melainkan subyek dalam 
pembangunan. Adapun arti penting dengan melibatkan partisipasi 
masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan di daerah  antara lain 
bahwa pemilik negeri ini bukanlah pemerintah, melainkan masyarakat dengan 
mekanisme perwakilan. Kebijakan pembangunan tidak menjadi milik pribadi 
pemerintah, atau yang sekarang selalu dilakukan oleh dua kamar ( legislatif 
dan eksekutif ), yang seharusnya agar tercipta check and balances harus 
melibatkan masyarakat secara luas. Arti penting yang harus dijiwai pada 
pelaksanaan otonomi daerah adalah dilaksanakannya otonomi sesuai 
dengan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan 
berdasarkan keanekaragaman daerah. Artinya, penyelenggaraan otonomi 
secara aktual dapat memberdayakan seluruh komponen dan potensi daerah 
setempat berdasarkan kaidah kerangka NKRI. Pelaksanaan otonomi daerah 
harus dipahami sebagai otonomi masyarakat, dan bukan hanya otonomi 
pemerintah daerah saja. Agar bisa  mendapatkan hasil yang maksimal demi 
terwujudnya otonomi daerah sebagai otonomi masyarakat harus dibutuhkan 
peran dan partisipasi masyarakat di dalam melakukan kontrol kepada 
penyelenggara kebijakan daerah secara ketat demi kesejahteraan 
masyarakat itu sendiri. Langkah konkrit yang seharusnya dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Ngawi pada pelaksanaan pembangunan di daerah 
adalah : segera membentuk lembaga yang menampung masalah-masalah 
masyarakat, melibatkan partisipasi dari semua elemen masyarakat agar 
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. 
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Wawancara dengan Sarmini ( tokoh masyarakat ) pada tanggal 20 dan 
24 Juli 2007 ) sebagai berikut :Pemerintah Kabupaten Ngawi pada 
pelaksanaan program pembangunan di daerah belum melibatkan partisipasi 
masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ngawi merasa perlu melibatkan 
partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan di daerah 
agar : program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan / 
kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kondisi daerahnya; program 
pembangunan merata di seluruh wilayah kabupaten; ada partisipasi dari 
pihak swasta yang mampu untuk dapat terlibat dalam pembangunan di 
Kabupaten Ngawi; masyarakat ikut mengawasi jalan program pembangunan 
sehingga efisien, efektif sesuai dengan standart serta tepat waktu dan tepat 
guna. Arti penting pemerintah Kabupaten Ngawi melibatkan partisipasi 
masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan di daerah agar : 
masyarakat merasa ikut memiliki sehingga dapat ikut memelihara dan 
melestarikannya; adanya program-program yang banyak membutuhkan dana 
dimana kemampuan pemerintah terbatas dan dapat melibatkan masyarakat 
sesuai dengan kemampuannya; masyarakat siap menerima perubahan-
perubahan yang meliputi sosio budaya tentang pembangunan yang 
dilaksanakan. Langkah-langkah konkrit yang seharusnya dilakukan oleh 
pemerintah Kabupaten Ngawi pada pelaksanaan program pembangunan di 
daerah adalah : mentabulasi masalah yang berlandaskan kepentingan 
masyarakat dan melibatkan seluruh komponen msayarakat; apa yang telah 
menjadi kesepakatan tentang pembangunan tidak berubah walau siapapun 
eksekutif / legislatif yang menjalankan pemerintahan tanpa alasan yang 
sangat penting dan harus disosialisasikan kepada masyarakat tentang 
perubahan tersebut. 
Wawancara dengan Budi Jatmiko ( LSM ) pada tanggal 27 dan 28 Juli 
2007 sebagai berikut : Pemerintah Kabupaten Ngawi pada pelaksanaan 
program pembangunan di daerah belum melibatkan partisipasi masyarakat, 
karena sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang 
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Pemerintahan Daerah yang mencerminkan bahwa kedaulatan ada di tangan 
dengan memberikan peluang bagi rakyat untuk turut serta berpartisipasi 
secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah Kabupaten 
Ngawi merasa perlu melibatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan 
program pembangunan di daerah, karena pemerintah daerah memang harus 
melibatkan publik mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi dan 
monitoring program pembangunan di daerah serta sudah tidak jamannya 
menjadikan publik hanya sebatas obyek pembangunan, melainkan subyek 
dalam pembangunan. Kebijakan pembangunan tidak menjadi milik pribadi 
pemerintah, atau yang sekarang selalu dilakukan oleh dua kamar  ( legislatif 
dan eksekutif ), yang seharusnya agar tercipta check and balances harus 
melibatkan masyarakat secara nyata.  Adapun yang harus dijiwai pada 
pelaksanaan otonomi daerah adalah dilaksanakannya otonomi sesuai 
dengan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan 
berdasarkan keanekaragaman daerah. Artinya, penyelenggaraan otonomi 
secara aktual dapat memberdayakan seluruh komponen dan potensi daerah 
setempat berdasarkan kaidah kerangka NKRI. Sehingga pelaksanaan 
otonomi daerah harus dipahami sebagai otonomi masyarakat, dan bukan 
hanya otonomi pemerintah daerah saja. Agar bisa mendapatkan hasil yang 
maksimal demi terwujudnya otonomi daerah sebagai otonomi masyarakat 
harus dibutuhkan peran dan partisipasi masyarakat di dalam melakukan 
kontrol kepada penyelenggara kebijakan daerah secara ketat demi 
kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Langkah konkrit yang seharusnya 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi  pada pelaksanaan 
pembangunan di daerah adalah : segera membentuk lembaga yang 
menampung masalah-masalah masyarakat, melibatkan partisipasi dari 
semua elemen masyarakat agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan 
kebutuhan riil masyarakat. memberikan porsi yang lebih luas terhadap 
usulan-usulan yang datang dari masyarakat ( buttom up planing ), tanpa 
mengurangi asas skala prioritas, sehingga partisipasi masyarakat dalam 
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pembangunan akan lebih optimal karena apa yang menjadi tuntutan dan 
kepentingan mereka diakomodir oleh pemerintah. 
 
B.  Pembahasan 
 1.  Dari Aspek Struktur Hukum ( Legal Structure ),  
Hambatan struktural yang membuat iklim atau lingkungan menjadi 
kurang kondusif untuk terjadinya partisipasi. Diantaranya adalah kurangnya 
kesadaran berbagai pihak akan pentingnya partisipasi serta kebijakan 
maupun aturan yang kurang mendukung partisipasi. Dalam hal ini berkenaan 
dengan eksekutif ( Bupati ) dan legislatif ( Ketua DPRD Ketua Fraksi dan 
Ketua Komisi ) di Kabupaten Ngawi yang dapat dilihat dari political will 
mereka dalam rangka mengakomodir kepentingan dan tuntutan masyarakat 
untuk dapat terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
program pelaksanaan pembangunan di daerah. Ide atau gagasan dari 
eksekutif untuk menampung dan mengakomodir tuntutan masyarakat 
sehubungan dengan partisipasi masyarakat yang selanjutnya disampaikan 
kepada DPRD untuk dibuat produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah ( 
Perda ) juga belum ada. Dalam hal ini nampak sekali adanya dominasi dari 
eksekutif / kepala daerah terhadap semua kebijakan yang dihasilkan dan 
bahkan dominasi dari eksekutif terhadap legislatif. 
Selain itu, political will antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten 
Ngawi  juga tidak menunjukkan situasi dan kondisi yang kondusif dalam 
rangka mengakomodir guna melibatkan partisipasi masyarakat untuk 
berperan aktif dalam perencaaan dan pelaksanaan pelaksanaan 
pembangunan. Masukan, kritik dan saran dari masyarakat yang masuk ke 
legislatif, tidak pernah ditindaklanjuti. Sehingga kehadiran lahirnya Peraturan 
Daerah        ( Perda ) yang mengatur tentang peran serta atau partisipasi 
masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan di daerah tinggal 
isapan jempol yang tidak ada batas waktunya kapan Peraturan Daerah ( 
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Perda ) tersebut akan hadir di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten 
Ngawi 
Kepala daerah sebagai pemegang sentral penyelenggaraan 
pemerintahan daerah harus banyak menyesuaikan diri dengan perubahan-
perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Oleh karena itu, kepala daerah 
selain merupakan alat pemerintah pusat juga merupakan alat pemerintah 
daerah maka orientasinya tidak boleh berat sebelah, tetapi harus seimbang. 
Kepala daerah senantiasa  harus memperhatikan situasi dan kondisi 
masyarakat di daerahnya, yang dalam hal ini harus memperhatikan tuntutan ( 
demand ), dukungan  ( support ), serta kebutuhan hidup ( needs ) 
masyarakat yang dipimpinnya. Walaupun tugas, fungsi dan kewajiban-
kewajibannya dalam garis besarnya ditetapkan dalam Undang-undang dan 
peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi dalam pelaksanaan da 
penerapan peraturan perundang-undangan tersebut harus mengingat bahwa 
di daerahnya ada kekuatan-kekuatan politik dan sistem nilai budaya yang 
harus mendapat perhatian.  
Perhatian ini tidak berarti tidak melaksanakan peraturan perundang-
undangan dengan tidak konsekuen, tetapi dengan cara penghalusan ( reckts 
verfijning ) sehingga selaras dengan situasi dan keadaan daerahnya. Apabila 
hal tersebut tidak dilaksanakan, maka akan terjadi ketegangan-ketegangan 
yang justru akan menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan 
daerah.  
Sebagai kepala daerah otonom, kepala daerah merupakan pejabat 
politik ( political administrator ). Sebagai administrator dalam bidang politik, ia 
harus pandai mempergunakan kekuatan-kekuatan politik ( political forces ) 
dalam daerahnya guna mensukseskan program pembangunan baik nasional 
maupun daerah. 
Demikian halnya dengan legislatif, saran, masukan ataupun kritik ( 
bahkan dalam bentuk demo ) dari elemen masyarakat yang paham akan arti 
pentingnya keterlibatan masyarakat pada program pelaksanaan 
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pembangunan di daerah juga tidak pernah ditanggapi, apalagi direalisasikan 
dalam bentuk pembuatan produk hukum, yaitu Peraturan Daerah ( Perda ) 
juga masih belum ada sampai saat ini. Padahal dalam pembuatan Peraturan 
Daerah ( Perda ) membutuhkan sinergitas dalam bentuk kerjasama antara 
eksekutif dengan legislatif.  
 
2.   Dari Aspek Substansi Hukum ( Legal Substance ) 
 Pemerintah Kabupaten Ngawi belum melaksanakan amanat 
ketentuan Pasal 150 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tersebut, hal ini 
disebabkan karena ampai saat ini belum ada Peraturan Daerah ( Perda ) 
Kabupaten Ngawi yang mengatur secara khusus mengenai peran serta 
masyarakat / partispasi masyarakat dalam pembangunan daerah  maupun 
kebijakan daerah. Sehingga hal inilah yang dirasaan menghambat karena 
tanpa adanya peraturan yang jelas mengenai partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan daerah dikhawatirkan justru menjadi hambatan dalam 
pelaksanaannya. Meskipun telah ada forum-forum dalam masyarakat pada 
setiap perencanaan pembangunan daerah           ( Musrenbang ) akan tetapi 
peran masyarakat sangat terbatas  yaitu hanya pada tingkat perencanaan / 
usulan program pembangunan bukan pada pelaksanaan pembangunan 
daerah.  
Belum adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai partsipasi 
masyarakat dalam setiap pembangunan daerah  inilah yang memungkinkan 
timbulnya tindakan  penyimpangan / penyalahgunaan dalam setiap proyek 
pembangunan daerah misalnya Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.  
 
3.  Dari Aspek Budaya Hukum ( Legal Culture ) 
Adanya hambatan yang berasal dari kultur / budaya  masyarakat itu 
sendiri, diantaranya kurang inisiatif, tidak terorganisir serta tidak memiliki 
kapasitas yang memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses 
pengambilan keputusan. Hal ini terjadi antara lain akibat kurangnya informasi, 
lxxix 
 
kurang dikuasainya metode dan teknik-teknik partisipasi. Terkait dengan hal 
ini, strategi penguatan institusi local merupakan cara yang paling sering 
diadopsi untuk meningkatkan kesiapan warga masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam governance.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat secara langsung, 
dapat diketahui bahwa belum seluruh komponen masyarakat yang ada di 
Kabupaten Ngawi memahami ( bahkan tidak tahu ) akan hak dan 
kewajibannya untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembuatan dan 
evaluasi atas kebijakan daerah di Kabupaten Ngawi. Mereka beranggapan 
dan berkeyakinan bahwa urusan pemerintahan bukan urusan mereka, tetapi 
menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi 
mereka bersikap masa bodoh untuk urusan pemerintahan. Hal seperti itu 
sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang lebih mementingkan 
bekerja untuk menghidupi diri dan keluarganya. 
Bagi masyarakat yang berasal dari jajaran birokrat, tidak jarang 
aparatur pemerintah justru lebih memilih untuk diam / tidak bereaksi terhadap 
pelaksabnaan pembangunan daerahnya , karena ada satu ketakutan / 
keengganan dalam mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pimpinannya , walaupun sebenarnya hal tersebut benar dikhawatirkan akan 
berimbas pada  sanksi jabatannya karena diangap tidak loyal atau tdak patuh 
pada pimpinannya. 
 
Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka sebenarnya kebijakan 
melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah mempunyai arti dan nilai 
yang sangat penting antara lain agar apa yang direncanakan atau dilaksanakan 
oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi sesuai dengan apa yang diinginkan ( 
kebutuhan riil ) masyarakat. Di samping itu juga untuk percepatan pembangunan 
harus dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah kabupaten dengan 
masyarakat, sebab tidak mungkin kegiatan pembangunan hanya dilaksanakan 
oleh pemerintah saja tanpa dibarengi swadaya masyarakat. Di samping itu agar 
lxxx 
 
masyarakat  mengetahui sejak awal program pembangunan yang akan 
dilaksanakan, karena masyarakat sebagai subyek pembangunan dan bukan 
obyek dapat ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan. Sehingga dengan 
melibatkan publik berupa dukungan swadaya, maka proses pembangunan 
diharapkan cepat dan dapat sesuai dengan kebutuhan publik sehingga 
masyarakat merasa ikut memiliki terhadap hasil pembangunan. Adanya 
keterlibatan masyarakat merupakan unsur penting dalam membangun dan 
megembangkan sistem pemerintahan yang aspiratif dan demokratis, mampu 
melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat denga sebaik-baiknya. 
Partisipasi sebagai salah satu prinsip pemerintahan yang baik ( good governance 
), harus dikembangkan dalam rangka mendorong warga masyarakat 
menggunakan pikiran dan pendapatnya dalam setiap proses pengambilan 
keputusan publik, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan 
program pembangunan di daerahnya. Pelibatan masyarakat, baik secara 
langsung maupun tidak langsung akan membangun kemitraan antara pemerintah 
dengan masyarakat untuk secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap 
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan memakai teori 
bekerjanya hukum sehubungan dengan masalah yang dikaji, dapat disimpulkan 
bahwa belum dapat dilaksanakannya pelibatan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan daerah di Kabupaten Ngawi antara lain disebabkan : Dari aspek 
struktur hukum   ( legal structure ), baik pihak eksekutif dan legislatif belum dapat 
melaksanakan dengan baik mengenai mekanisme pelibatan partisipasi 
masyarakat dalan setiap pembangunan di daerah, karena belum adanya 
operaturan daerah ( Perda ) yang mengatur secara jelas mengenai partisipasi 
masyarakat tersebut, sehingga belum terbukanya ruang bagi partisipasi 
masyarakat tersebut yang dikhawatirkan menjadi penghambat pembangunan itu 
sendiri. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia ( SDM ) baik di 
tingkat eksekutif dan legislatif untuk penyusunan peraturan tersebut. Di samping 
itu masih adanya ketidak seriusan  aparatur pmerintah dalam  melibatkan 
masyarakat dalam setiap pembangunan daerah .  Dari aspek substansi hukum       
( legal substance ), belum dapatnya dilaksanakan amanat  Pasal 150 Undang-
undang No. 32 Tahun 2004 Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam 
Pembangunan Daerah, khususnya pelibatan masyarakat disebabkan belum / 
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tidak adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai 
mekanisme peran serta dan partisipasi masyarakat pada setiap pembangunan 
daerah. Dari aspek budaya hukum ( legal culture ), kebiasaan masyarakat untuk 
bergotong royong dalam menyelesaikan permasalahan atau kebutuhannya 
semakin memudahkan mobilisasi masyarakat dalam pelaksanaan 
pembangunan. Partisipasi masyarakat hanya dianggap sebagai            “ 
kewajiban ” masyarakat untuk menyumbangkan sumber daya yang dimilikinya 
untuk mensukseskan agenda kegiatan yang dirumuskan oleh pemerintah. 
Partisipasi lebih dianggap sebagai kegiatan mobilisasi masyarakat dalam 
pembangunan. Adapun proses Musrenbang yang telah dilaksanakan selama ini 
baru bersifat formalitas karena rencana yang telah disepakati dalam Musrenbang 
tersebut tidak pernah dimasukkan atau diusulkan sebagai program 
pembangunan daerah pada tataran selanjutnya. 
 
B.  Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat penulis kemukakan 
implikasinya sebagai berikut : 
1. Belum dilibatkannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, 
akan berakibat menimbulkan sikap apatis masyarakat pada setiap 
pembangunan yang telah direncanakan, sehingga dikhawatirkan 
pembangunan itu sendiri tidak dapat meningkatkan kesejahterahan 
masyarakat.  
2. Belum melibatkan partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan 
akan berjalan lamban dan tidak sesuai dengan kebutuhan rill masyarakat 
yang merupakan subyek dalam pembangunan. 
3. Tidak dilibatkannya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan 
pengawasan pembangunan, dimungkinkan timbulnya praktek-praktek 
penyimpangan dan penyelewengan pelaksanaan program pembangunan itu.  
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C.  Saran 
Dari hasil kesimpulan dan implikasi tersebut di atas, maka dapat 
disampaikan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Diperlukan adanya kebijakan yang mendasar dan menata kembali 
mekanisme peran dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan di 
daerah, baik melalui pelibatan secara fisik maupun non fisik ( perencanaan 
pembangunan dengan menginventarisasi kebutuhan )  
2. Membuat regulasi ( Perda ) tentang partisipasi masyarakat untuk 
mengakomodir kepentingan dan tuntutan masyarakat akan arti pentingnya 
melibatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan 
di daerah. 
3. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi ( KIE ) dalam setiap proses 
pembangunan daerah dengan jalan sharing ( dengar pendapat ) mengenai 
sistem, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.  
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